BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7

—

dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Donggala tahun 2022-2042;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rio
Pakava;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
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Menetapkan:

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 6633);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Donggala Tahun 2022-2042.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN RIO PAKAVA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Donggala.

Bupati adalah Bupati Donggala.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang
dipimpin oleh Camat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman

dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi
daya.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program
beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang
wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ
kabupaten/kota.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan
Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun
RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam
RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP
adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik
dan terdiri atas beberapa blok.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang
bersangkutan.



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata
seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam, dengan
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air,
ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah
ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan
disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang
penetapan zonanya dalam RDTR.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang
menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan
dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan
ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi
kepentingan pemerintah, swasta dan Masyarakat dalam
penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan
tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang
secara konsisten dan berkesinambungan.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi:

a.
b.
C.

tujuan penataan WP;
rencana struktur ruang;
rencana pola ruang;



d.
e.
f.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ketentuan pemanfaatan ruang;
PZ; dan
kelembagaan.

Pasal 3

Delineasi Kawasan Rio Pakava ditetapkan sebagai WP III

berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi

dengan luas 6.226,33 (enam ribu dua ratus dua puluh
enam koma tiga tiga) hektare.

Batas WP Kawasan Rio Pakava sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Desa
Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tinauka
Kecamatan Rio Pakava;

c. sebelah timur berbatasan dengan Kawasan Hutan
Desa Lalundu dan Kawasan Hutan Desa Pantolobete;
dan

d. sebelah barat berbatasan dengan sebagian Desa
Lalundu Kecamatan Rio Pakava.

Delineasi WP Kawasan Rio Pakava sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Sebagian Desa Bonemarawa Kecamatan Rio
Pakava;

b. Sebagian Desa Bukit Indah Kecamatan Rio
Pakava;

C Sebagian Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava;

d. Sebagian Desa Minti Makmur Kecamatan Rio
Pakava;

e. Sebagian Desa Panca Mukti Kecamatan Rio
Pakava;

f.  Sebagian Desa Pantolobete Kecamatan Rio
Pakava;

g. Sebagian Desa Polando Jaya Kecamatan Rio
Pakava;

h. Sebagian Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio
Pakava;

i. Sebagian Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava; dan

j-  Sebagian Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava.

Delineasi WP Kawasan Rio Pakava sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP
meliputi:

a. SWP III.LA mencakup Desa Minti Makmur, Desa
Polanto Jaya, Desa Bukit Indah dan Desa Towiora
terdiri atas Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok
[II.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;

b. SWP III.B mencakup Desa Rio Mukti, Desa
Pantolobete, Desa Lalundu dan Desa Polando Jaya
terdiri atas Blok III.B. 1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok
II1.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6 dan Blok III.B.7; dan

c. SWP III.C mencakup Desa Bonemarawa dan Desa
Panca Mukti terdiri atas Blok III.C.1, Blok III.C.2,
Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

Delineasi WP Kawasan Rio Pakava sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
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(6)

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Rio Pakava
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
I[I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Rio Pakava sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan
Kawasan Rio Pakava berbasis Pengembangan Agropolitan yang
Bernilai Tambah dan Tangguh Bencana.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
C. rencana jaringan prasarana.
Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6
Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan;
b. sub pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan; dan
c. pusat pelayanan lingkungan.
Pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.A pada
Blok III.A.6.
Sub pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
a. SWPIIL.B pada Blok III.B.2; dan
b. SWPIIIL.C pada Blok III.C.3.



(4)

(S)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa

terdapat di:

a. SWPIILA pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.4;

b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.6 dan Blok
II1.B.7; dan

c. SWPIIIL.C pada Blok III.C.4.

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
a. jalan umum;
b. terminal penumpang; dan
c. jembatan.
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf a meliputi:

a. jalan kolektor primer;

b. jalan lokal primer;

c. jalan lokal sekunder;

d. jalan lingkungan primer; dan

e. jalan lingkungan sekunder.

Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, meliputi :

a. Ruas Pantolobete — Bonemarawa/ Bangga — Lalundu
- Watatu melintas di SWP III.C; dan

b. Ruas Bangga — Lalundu/Ruas Bangga — Lalundu —
Watatu melintas di SWP III.B dan SWP III.C.

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b melintas di:

a. Ruas Lalundu Kampung — Rio Mukti melintas di SWP
[11.B;

b. Ruas Polanto Jaya — Minti Makmur melintas di SWP
III.A; dan



c. Jalan lokal primer melintas di SWP III.A dan SWP
III.B.
(4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
(5) Jalan lingkungan primer dimaksud pada ayat (1) huruf d,
meliputi:
a. Ruas Minti Makmur — Tinauka melintas di SWP IIL.A;
b. Ruas Pantalobete — Bonemarawa melintas di SWP III.B
dan SWP III.C; dan
c. Jalan Lingkungan Primer melintas di SWP II.A, SWP
[II.B, dan SWP III.C.
(6) Jalan lingkungan sekunder dimaksud pada ayat (1) huruf
e, melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 9
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b berupa Terminal Penumpang Tipe C, terdapat
di SWP III.B pada Blok III.B.3.

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 10
Jembatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf
c meliputi :
a. SWPIILA pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.6;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok III.B.7;
dan
c. SWPIIIL.C pada Blok III.C.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 11
Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
rencana jaringan energi;
rencana jaringan telekomunikasi;
rencana jaringan sumber daya air;
rencana jaringan air minum;
rencana jaringan rencana pengelolaan air limbah dan
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
rencana jaringan persampahan;
rencana jaringan drainase; dan
rencana jaringan prasarana lainnya.

oo T

i
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi
Pasal 12
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a meliputi:
a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
b. gardu listrik.
Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas
di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C; dan
b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di
seluruh SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d berupa gardu distribusi terdapat pada :
a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4
dan Blok III.A.6;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.6 dan Blok
III.B.7; dan
C. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi jaringan serat optik melintas di SWPIIL.A,
SWP III.B dan SWP III.C.
Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver station
(BTS) terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4
dan Blok III.A.6;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.6
dan Blok III.B.7; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3 dan Blok
[I.C.4.
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa sistem
pengendalian banjir.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi jaringan pengendalian banjir melalui
SWP III.B.

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.LE yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf d berupa jaringan perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Unit air baku meliputi:
1. Bangunan pengambil air baku terdapat di SWP
[II.B pada Blok III.B.7.
2. Jaringan transmisi air baku melintas di SWP III.B.
b. Unit produksi meliputi:
1. instalasi produksi terdapat di SWP III.B pada Blok
III.B.2 dan Blok III.B.7.
2. bangunan penampung air terdapat di SWP III.B
pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.7.
c. Unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi
melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
d. Unit pelayanan meliputi sambungan langsung
terdapat pada:
1. SWP III.LA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok
III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok
III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6 dan
Blok III.B.7; dan
3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok
[I.C.3 dan Blok III.C.4.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

dan Beracun (B3)
Pasal 16

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, berupa sistem
pengelolaan air limbah domestik terpusat.

Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
sebagaimana pada ayat (1) berupa IPAL skala kawasan
tertentu/ permukiman terdapat di :

a. SWP III.A pada Blok III.A.6;

b. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan

c. SWPIII.C pada Blok III.C.1.

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf e, meliputi :
a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle

(TPS3R); dan
b. tempat penampungan sementara (TPS).
Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
(TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.6.
Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.6;
b. SWPIIIL.B pada Blok III.B.3; dan
c. SWPIIL.C pada Blok III.C.3.
Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18
Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf f meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

c. jaringan drainase tersier.

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a yang melintas di SWP III.A, SWP III.B dan
SWP III.C.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b yang melintas di SWP III.A, SWP III.B dan
SWP III.C.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c yang melintas di SWP III.A, SWP III.B dan
SWP III.C.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi:

a. jalur evakuasi bencana;

b. tempat evakuasi; dan

c. tanggul penahan longsor.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdapat di:

a. Ruas Pantolobete — Bonemarawa/ Bangga — Lalundu -
Watatu melintas di SWP III.C;

b. Ruas Bangga - Lalundu/Ruas Bangga - Lalundu -
Watatu melintas di SWP III.B dan SWP III.C;

c. Ruas Lalundu Kampung — Rio Mukti melintas di SWP
11.B;

d. Ruas Polanto Jaya — Minti Makmur melintas di SWP
[LA;

e. Ruas Pantalobete — Bonemarawa melintas di SWP
111.B;

f. Jalan lokal primer melintas di SWP III.A dan SWP III.B;
Jalan lokal sekunder melintas di SWP III.A, SWP III.B,
dan SWP III.C;

h. Jalan lingkungan primer melintas di SWP III.LA, SWP
[II.B, dan SWP III.C; dan

i. Jalan lingungan sekunder melintas di SWP III.C.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi tempat evakuasi sementara.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliputi:

a. Lapangan Sepak Bola Bukit Indah samping SDN 9 Rio
Pakava di SWP III.A pada Blok III.A.4;

b. Lapangan Sepak Bola belakang Kantor Desa Minti
Makmur di SWP III.A pada Blok III.A.6;

c. Lapangan Sepak Bola Minti Makmur samping SMP 1
Rio Pakava di SWP III.A pada Blok III.A.6;

d. Lapangan Olahraga Lalundu depan Kantor Kecamatan
Rio Pakava di SWP III.B pada Blok III.B.2;
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(5)

(6)

(1)

(2)

e. Lapangan Sepak Bola depan Kantor Desa Rio Mukti di
SWP III.B pada Blok III.B.4;

f. Lapangan Sepak Bola samping Kantor Desa Polando
Jaya di SWP III.B pada Blok III.B.7;

g. Lapangan Sepak Bola Panca Mukti di SWP III.C pada
Blok III.C.2;

h. Lapangan SMP Satap Desa Bonemarawa di SWP III.C
pada Blok III.C.3; dan

i. Lapangan SDN 12 Rio Pakava Desa Bonemarawa di
SWP III.C pada Blok III.C.4.

Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c melintas pada SWP III.A, SWP III.B dan

SWP III.C.

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

[II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal
2 huruf ¢ meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a meliputi:

a.
b.
C.

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
Zona Badan Air dengan kode BA.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22
Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas
207,92 (dua ratus tujuh koma sembilan dua) hektare
berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 207,92 (dua
ratus tujuh koma sembilan dua) hektare terdapat di:
a. SWP III.LA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3,
Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok
II1.B.7; dan
c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan
luas 8,41 (delapan koma empat satu) hektare meliputi:
a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas
1,59 (satu koma lima sembilan) hektare terdapat di SWP
III.A pada Blok III.A.6.
Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas
4,62 (empat koma enam dua) hektare terdapat di:
a. SWPIIL.A pada Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;
b. SWP III.B pada Blok III.B.4 dan Blok III.B.7; dan
c. SWPIIIL.C pada Blok III.C.2.
Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 0,84 (nol
koma delapan empat) hektare terdapat di SWP III.B pada
Blok III.B.2;
Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,37 (satu
koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.4; dan
b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.7.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 24
Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf ¢ dengan luas 55,76 (lima puluh
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(2)

lima koma tujuh enam) hektare berupa Sub-Zona badan

air dengan kode BA.

Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan luas 55,76 (lima puluh

lima koma tujuh enam) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3,
Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.6
dan Blok III.B.7; dan

c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) huruf b meliputi:

TR TR S0 00 o

(1)

(2)

(3)

Zona pertanian dengan kode P;

Zona pariwisata dengan kode W;

Zona perumahan dengan kode R;

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
Zona campuran dengan kode C;

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
Zona perkantoran dengan kode KT;

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 26
Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 4.897,03 (empat ribu
delapan ratus sembilan puluh tujuh koma nol tiga)
hektare meliputi:
a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas
18,14 (delapan belas koma satu empat) hektare terdapat
di SWP III.A pada Blok III.A.3;
Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4.878,89
(empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma
delapan sembilan) hektare terdapat di :
a. SWPIILA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3,
Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
b. SWPIILB pada Blok III.B. 1, Blok III.B.2, Blok III.B.3,
Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6 dan Blok III.B.7;
dan
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

C. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3
dan Blok III.C.4.

Paragraf 3
Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 1,62 (satu koma
enam dua) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan
kode W.

Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,62 (satu koma
enam dua) hektar terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 28

Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 huruf ¢ dengan luas 923,33 (sembilan

ratus dua puluh tiga koma tiga tiga) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan

kode R-3; dan

b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan

kode R-4.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-

3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan

luas 316,55 (tiga ratus enam belas koma lima lima)

hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3

dan Blok III.A.6; dan

b. SWPIILB pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3,

Blok II1.B.4, Blok III.B.5 dan Blok III.B.6.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-

4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

luas 606,79 (enam ratus enam koma tujuh sembilan)

hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3,
Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3,
Blok III.B.4, Blok III.B.5 dan Blok III.B.6 dan Blok
II1.B.7; dan

c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3
dan Blok III.C.4.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan
luas 28,11 (dua puluh delapan koma satu satu) hektare
meliputi:
a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

b. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
dan

c. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas

dengan luas 5,10 (lima koma satu) hektare terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.6;

b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan

c. SWPIII.C pada Blok III.C.3.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas

22,59 (dua puluh dua koma lima sembilan) hektare

terdapat di:

a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3,
Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;

b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3,
Blok III.B.4, Blok III.B.5 dan Blok III.B.7; dan

c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok II.C.3 dan Blok
[I.C.4.

Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas

0,42 (nol koma empat dua) hektar terdapat di SWP III.C

pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.

Paragraf 6
Zona Campuran

Pasal 30

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf e dengan luas 5,11 (lima koma satu
satu) hektare berupa Sub-Zona campuran intensitas
menengah /sedang dengan kode C-2; dan

Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang
dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan luas 5,11 (lima koma satu satu) hektare
terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dengan luas 28,41 (dua
puluh delapan koma empat satu) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2; dan
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-
2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 14,57 (empat belas koma lima tujuh) hektare
terdapat di :
a. SWPIILA pada Blok III.A.3 dan Blok III.A.6; dan
b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.
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(S)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode

K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

luas 13,84 (tiga belas koma delapan empat) hektare

terdapat di :

a. SWPIILA pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan

b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok
[II.B.6.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 32
Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas 11,70
(sebelas koma tujuh) hektare berupa Sub-Zona
perkantoran dengan kode KT.
Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 11,70 (sebelas koma
tujuh nol) hektare terdapat di:
a. SWP III.LA pada Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5
dan Blok III.A.6;
b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.5, Blok III.B.6
dan Blok III.B.7; dan
c. SWPIIILC pada Blok III.C.4.

Paragraf 9
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 33
Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dengan
luas 0,44 (nol koma empat empat) hektare berupa Sub-
Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,44
(nol koma empat empat) hektare terdapat di SWP III.A Blok
IL.A.1.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan
luas 0,51 (nol koma lima satu) hektare berupa Sub-Zona
pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Koramil
1306-20/Rio Pakava dengan luas 0,51 (nol koma lima
satu) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dengan luas 0,22 (nol
koma dua dua) hektare meliputi sub-zona instalasi
pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan
kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
luas 0,22 (nol koma dua dua) hektare terdapat di SWP III.B
pada Blok III.B.2.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 36

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 huruf k dengan luas 57,76 (lima puluh

tujuh koma tujuh enam) hektare meliputi sub-zona badan
jalan dengan kode BJ;

Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan luas 57,76 (lima puluh

tujuh koma tujuh enam) hektare terdapat di :

a. SWPIILA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3,
Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;

b. SWPIILB pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3,
Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6 dan Blok III.B.7;
dan

c. SWPII.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3
dan Blok III.C.4.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37
Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam
mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola
Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Rio Pakava.
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan KKKPR; dan
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(1)

Pasal 38
Pelaksanaan KKKPR di WP Kawasan Rio Pakava
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan
penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menilai
kepatuhan pelaksanaan KKKPR.

KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 39

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b

diselenggarakan dengan pengembangan program utama

jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas

meliputi:

a. program perwujudan;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdapat di SWP dan/atau Blok.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ meliputi:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
Provinsi Sulawesi Tengah;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
Kabupaten Donggala;

d. swasta;

e. Masyarakat; dan

f.  sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi:

a. kementerian/lembaga;

b. perangkat daerah

C. swasta;

d. Masyarakat; dan/atau

e. pemangku kepentingan lainnya.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. tahap I dari tahun 2024;

b. tahap II dari tahun 2025 sampai 2029;

c. tahap III dari tahun 2030 sampai 2034;

d. tahap IV dari tahun 2035 sampai 2039; dan

e. tahap V dari tahun 2040 sampai 2043.

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V
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PZ

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa

aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 meliputi:

mo a0 TP

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal;
ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

(1)

(3)

Pasal 42
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf a memuat ketentuan
kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau
Sub-Zona meliputi:
a. Kklasifikasi I merupakan pemanfaatan
diperbolehkan/diizinkan;
b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat
secara terbatas;
c. Kklasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat
tertentu; dan/atau
d. Kklasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
diperbolehkan /diizinkan dengan klasifikasi I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona
atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan
ruang.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
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(4)

(9)

(6)

(7)

kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian
kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan,
dapat waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam
operasi kegiatan maksimal 12 jam.

b. klasifikasi T2 berupa pembatasan hanya pada
kegiatan industri kecil dan mikro

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara

bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan
atau diizinkan secara bersyarat atau memiliki
persyaratan yang harus dipenuhi dapat berupa
persyaratan umum dan persyaratan khusus bertujuan
untuk mengurangi tingkat risiko dampak yang besar
terhadap lingkungan sekitarnya melalui pengelolaan,
inovasi atau rekayasa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kklasifikasi Bl diizinkan dengan syarat wajib
menyediakan  prasarana  pendukung  seperti
prasarana limbah, prasarana persampahan, biopori
dan sumur resapan.

b. klasifikasi B2 diizinkan dengan syarat wajib memiliki
tempat parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas;

c. klasifikasi B3 diizinkan dengan syarat berjarak dari
rencana zona perumahan, zona perdagangan dan
jasa, zona perkantoran, zona pertahanan dan
keamanan, zona pariwisata, dan rencana tanggul
penahan longsor sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan
penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai
dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan
dan sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf

a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

meliputi:

1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-
3;

2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-
4;

3. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona
badan air dengan kode BA.
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(8)

(1)

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b meliputi:

a.

k.

Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
dan

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona

pariwisata dengan kode W.

Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3; dan

2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4.

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2;

2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3; dan

3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona

campuran intensitas menengah /sedang dengan kode

C-2.

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP
dengan kode K-2; dan

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3.

Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona

perkantoran dengan kode KT.

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP

Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode

PP.

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK

berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan

kode HK.

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa

Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM)

dengan kode PL-3.

Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona

badan jalan dengan kode BJ.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan ketentuan
mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada
suatu Zona atau Sub-Zona meliputi:

a.

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan
maksimum;

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;

d. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan

e. luas kavling minimum.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf ¢ merupakan ketentuan yang mengatur
bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan
pada suatu zona atau Sub-Zona meliputi:
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
c. jarak bebas samping (JBS) minimum,;
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum; dan
e. struktur bangunan gedung dan non Gedung.
Struktur bangunan gedung dan non gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengacu
pada tata cara perencanaan ketahanan gempa
berdasarkan SNI.
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dimuat dalam tabel ketentuan tata bangunan
sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mengatur jenis
prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang
harus ada pada setiap zona peruntukan.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana
dan saran yang sesuai agar zona berfungsi secara
optimal.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 46

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan
zona dan/atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan
diberlakukan ketentuan khusus dan terjadi pertampalan atau
overlay dengan fungsi Zona dan/atau Sub-Zona lainnya
meliputi:

a.
b.
c.

(1)

(2)

kawasan rawan bencana;
tempat evakuasi bencana; dan
kawasan sempadan.

Pasal 47
Ketentuan  khusus kawasan rawan  bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
a. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
b. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

a. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona
badan air dengan kode BA terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok
III.A.3, Blok III.A.4, dan Blok III.A.6; dan
2. SWPIIIL.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.7.

b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS
berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan
kode PS terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok
I1I.A.3, Blok III.A.4, dan Blok III.A.6; dan
2. SWPIIL.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.7.
c. Zonaruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:

1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-
3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.6.

2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4
terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

d. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona

badan jalan dengan kode BJ terdapat di:

1. SWP III.LA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok
I1I.A.3, dan Blok III.A.6;

2.  SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok
I1I.B.3, Blok III.B.4, Blok IIIl.B.5, Blok III.B.6,
dan Blok III.B.7; dan

3. SWPIIIL.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

e. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1
terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3
terdapat di:

a) SWP III.LA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2,
Blok III.A.3, Blok III.A.4, dan Blok III.A.6;
b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3,
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Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan
Blok III.B.7; dan

c) SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok
[I.C.2.

f.  Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di:
a) SWP IIILA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2,

Blok III.A.3, dan Blok III.A.6; dan

b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3,
Blok III.B.4, dan Blok III.B.5.
2. Sub-Zona kepadatan rendah dengan kode R-4
terdapat di:
a) SWP III.LA pada Blok II.A.1, Blok III.A.2,
Blok III.A.3, dan Blok III.A.6;
b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3,

Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan
Blok III.B.7; dan

c) SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok
II.C.2.
g Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.
2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di:
a) SWP III.LA pada Blok II.A.1 dan Blok
[II.A.6;
b) SWP IIL.B pada Blok III.B.7; dan
c) SWPIIL.C pada Blok III.C.1.
3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4
terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP
dengan kode K-2 terdapat di:
a) SWP III.A pada Blok III.A.3 dan Blok.A.6;
dan
b) SWP III.LB pada Blok III.B.1 dan Blok
III.B.3.
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3 terdapat di:
a) SWP III.A Pada Blok III.A.1; dan
b) SWP III.B pada Blok III.B.2, dan Blok
[I.B.3.
i.  Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP
III.A pada Blok III.A.6.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:
a. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona
badan air dengan kode BA terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok
III.A.3, Blok III.A.4, Blok II.LA.5, dan Blok

26



III.A.6;

2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.6, dan
Blok III.B.7; dan

3. SWPIIIL.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS
berupa sub zona perlindungan setempat dengan
kode PS terdapat di:

1. SWP III.LA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok
III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;

2. SWPIIIL.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.7; dan

3. SWPIII.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH
meliputi:

1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-
3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.6;

2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-
4 terdapat di:

a) SWP III.LA pada Blok III.A.4 dan Blok
I1I.A.6;

b) SWP III.LB pada Blok II.B.4 dan Blok
III.B.7; dan

c) SWPIIL.C pada Blok III.C.2;

3. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5
terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.

4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7
terdapat di:

a) SWP III.LA pada Blok III.A.1 dan Blok
[I.A.4;

b) SWP III.B pada Blok III.LB.1 dan Blok
1I.B.7.

d. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona
badan jalan dengan kode BJ terdapat di:

1. SWP III.LA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok
III.A.3, Blok III.LA.4, Blok III.A.5, dan Blok
II.A.6;

2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok
II1.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6,
dan Blok III.B.7; dan

3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok
[II.C.3 dan Blok III.C.4.

e. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1
terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3
terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2,
Blok III.A.3, Blok IIl.A.4, Blok III.A.5 dan
Blok III.A.6;

2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2,
Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok
II1.B.6, dan Blok III.B.7; dan

3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2,
Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.

f.  Zona pariwisata dengan kode W berupa sub-zona
pariwisata dengan kode W terdapat di SWP III.C pada
Blok III.C.4;
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g. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1.

Sub-Zona Perumahan kepadatan sedang

dengan kode R-3 terdapat di:

a) SWP IIILA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2,
Blok III.A.3, dan Blok III.A.6; dan

b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2,
Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan
Blok III.B.6.

Sub-Zona Perumahan kepadatan rendah

dengan kode R-4 terdapat di :

a) SWP III.LA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2,
Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan
Blok III.A.6; dan

b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2,
Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok
III.B.6, dan Blok III.B.7; dan

c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2,
Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.

h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
meliputi:

1.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode

SPU-2 terdapat di:

a) SWP III.A pada Blok III.A.6;

b) SWP III.B pada Blok III.B.2, dan Blok
II1.B.3; dan

c) SWPII.C pada Blok III.C.3.

2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di:

a) SWP III.LA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2,
Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan
Blok III.A.6;

b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2,
Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan
Blok III.B.7; dan

c) SWP II.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3,
dan Blok III.C.4.

3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-3
terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok
I.C.4.

i.  Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona

campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP

dengan kode K-2 terdapat di:

a) SWP III.LA pada Blok III.LA.3 dan Blok
II1.A.6; dan

b) SWP III.B pada Blok III.LB.1 dan Blok
[I.B.3.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP

dengan kode K-3 terdapat di:

a) SWP III.LA pada Blok III.A.1 dan Blok
III.A.2; dan

b) SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3,
dan Blok III.B.6.
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(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-

Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP SWP III.LA pada Blok IIl.A.2, Blok III.A.4,
Blok III.A.5, dan Blok III.A.6;

2.  SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.5, Blok
III.B.6, dan Blok II[.B.7; dan

3. SWPIIIL.C pada Blok III.C.4.

Zona pengelolaan sampah dengan kode PP berupa

Sub-Zona pengelolaan sampah dengan kode PP

terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK

berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan

dengan kode HK terdapat di SWP III.A pada Blok

II.A.1.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebagai berikut:

a.

e

g.

Pembangunan bangunan baru dan infrastruktur
harus memenuhi syarat konstruksi bangunan sesuai
dengan standar teknis yang berlaku;

bangunan wajib menyediakan akses ke jalur evakuasi
terdekat;

penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
pembuatan tanggul/ turap pada sungai;

peningkatan upaya konservasi air tanah, penyediaan
RTH dan biopori/ sumur resapan;

drainase sesuai dengan kondisi lingkungan
berdasarkan geometrik drainase yang sesuai; dan
sosialisasi  tentang potensi bencana kepada
masyarakat secara sistematis dan berkesinambungan.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi
tingkat tinggi dan sedang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan (4) ditetapkan sebagai berikut:

a.

Pembangunan bangunan baru harus memenuhi
syarat konstruksi bangunan sesuai dengan standar
teknis yang berlaku,;

Pembangunan rambu evakuasi dari permukiman
penduduk;

penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
dan

sosialisasi tentang potensi bencana kepada
masyarakat secara sistematis dan
berkesinambungan.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 48

Ketentuan  khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b berupa
tempat evakuasi sementara (TES)

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sementara
(TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

29



(3)

(4)

(1)

a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
meliputi :
1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-
3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.6.
2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-
4 terdapat di :
a) SWP III.LA pada Blok III.A.4 dan Blok
I1I.A.6;
b) SWP III.LB pada Blok II.B.4 dan Blok
III.B.7; dan
c) SWPIIL.C pada Blok III.C.2.

b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di :
a) SWP IIL.B pada Blok III.B.2; dan
b) SWPIIIL.C pada Blok III.C.3.

2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4.

Ketentuan  khusus tempat evakuasi bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut:

a. tempat evakuasi sementara (TES) merupakan ruang
penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi
sebagai tempat berkumpul (assembly point) penduduk
yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat
Evakuasi Akhir (TEA);

b. menyediakan cadangan tenda penampungan;

c. mudah menempatkan dan dilakukan bongkar muat
logistik, peralatan kesehatan dan sarana evakuasi
lainnya;

d. memiliki sarana dan prasarana penunjang lainya yang
lengkap;

e. ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup
memadai dan kemudian ketersediaan tempat yang
cukup terlindungi dari jangkauan bahaya langsung
maupun tidak langsung;

f. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari
segala arah dengan berlari atau berjalan kaki
(aksesibilitas tinggi);

g. ketersediaan ruang sementara terutama bagi
kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan
difabel;

h. kemudahan akses mobilisasi perpindahan ke tempat
yang lebih aman dan lebih cepat dan

i. penyediaan papan informasi bencana.

Ketentuan  khusus tempat evakuasi bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49
Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf c berupa sempadan
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(2)

(3)

(4)

(1)

sungai

Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

a. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di SWP III.B pada
Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di :

a) SWP III.LA pada Blok III.A.1, Blok III.A.2,
Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;

b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok
II1.B.7; dan

c) SWP III.C pada Blok II.C.2 dan Blok
II.C.3.

b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
berupa sub zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3 dan
Blok III.A.6;

c. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona
campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.

d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi
sub zona perdagangan jasa skala SWP dengan kode
K-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok
[I.A.2;

e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP
III.A pada Blok III.A.2.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan

ukuran bangunan di kawasan sempadan sungai;

b. menjaga jarak garis sempadan sungai;

c. menyediakan akses publik menuju sungai; dan

d. tidak diperkenankan melakukan kegiatan terbangun

di kawasan sempadan sungai kecuali untuk fasilitas
umum.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50
Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf f, terdiri atas:
a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada
dan tidak sesuai dengan PZ; dan
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(3)

()

(6)

(7)

(8)

9)

d. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan
Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona
peruntukannya.

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan
yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan
dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti
ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata
ruang, serta yang memberikan disinsentif untuk
mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR
namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan.

Ketentuan pelaksanaan insentif dan  disinsentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat

untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang
sesuai dengan RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar
sejalan dengan RDTR; dan

c. meningkatkan  kemitraan semua = pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang
sejalan dengan RDTR.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan
RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan
pengembangannya pada zona yang perlu didorong
perwujudannya sesuai dengan RDTR.
Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
untuk mencegah dan/atau memberikan batasan
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan
dengan RDTR dalam hal namun berpotensi melampaui
daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan

tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk

Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum

penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat

dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur
yang benar.

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d mengatur status Pemanfaatan Ruang yang

berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Untuk

Pemanfaatan Ruang tertentu dapat mengajukan

persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan

“conditional use”.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 51
Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf f sebagai perwujudan rencana tata ruang dilakukan
koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka
penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat
dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan
dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait
pelaksanaan penataan ruang.
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Bupati.
Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan
tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Jangka waktu RDTR Kawasan Rio Pakava berlaku dalam

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau

kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis,

peninjauan kembali RDTR Kawasan Rio Pakava dapat

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5

(lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan perundang-undangan;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan
perundang-undangan; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang

berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati

Donggala tentang RDTR Kawasan Rio Pakava dapat

direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis
dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek
vital nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.
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(6)

Peraturan Bupati Donggala tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Rio Pakava dilengkapi dengan rencana
dan album peta yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.

izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah

dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa

berlakunya;

izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah

dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan

Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:

1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya,
izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan
Bupati ini;

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
dilakukan penyesuaian dengan masa transisi
berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya
dan tidak memungkinkan untuk dilakukan
penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan
Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau
KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.

pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan

tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKKPR dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini,
akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan

Bupati ini;

izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa

berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti

melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54 :
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala

ditetapkan di Donggala
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala

ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 April 2024
PJ. BUPATI DONGGALA,
ttd
MOH. RIFANI
Diundangkan di Donggala

da ta ,:,: 22 April 2024
R DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala

ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 April 2024
PJ. BUPATI DONGGALA,
ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala

pada tanggal 22 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 844
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS KAWASAN RIO PAKAVA

Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 | TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 [2025 |2026 |2027 |2028 | 2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
A Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
a Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan
1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas APBN/APBD DBMPR/
1.1.1 | Umum di Perumahan ISI;N: 6 LA Pada Blok | p . /apBD Kementerian PUPR DCKSDA/ Dmg);zK/F],DPLH/ Swasta
untuk Menunjang o Kab./Swasta DPKPP
Fungsi Hunian
2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
Kajian Perencanaan
Dan Penataan
Lingkungan Pusat APBN/APBD DBMPR
2.1.1 | Pelayanan Kota/ Prov./APBD Kementerian PUPR /DCKSDA/ DPI]JDPFISK/I]):;LH/ Swasta
Kawasan Perkotaan Kab./Swasta DPKPP
Untuk Meningkatkan
Kualitas SWP III.LA Pada Blok
III.A.6
Penyediaan dan
peningkatan  kualitas APBN/APBD DBMPR/ DPUPR/DLH/
2.1.2 | lingkungan pada Pusat Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA/ DPKPP Swasta
Pelayanan Kota/ Kab./Swasta DPKPP
Kawasan Perkotaan
b Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan
1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Perencanaan APBN/APBD DBMPR/
1.1.1 | Penyediaan PSU Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA/ DPL]T:;ISK/FPPLH/ Swasta
Perumahan eSWP III.B Pada Blok Kab./Swasta DPKPP
Penyediaan Prasarana, 1IL.B.2
Sarana, dan Utilitas | ®SWP III.C Pada Blok | APBN/APBD DBMPR/ DPUPR/DLH
1.1.2 | Umum di Perumahan 1.C.3 Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA/ DPK/PP / Swasta
untuk Menunjang Kab./Swasta DPKPP
Fungsi Hunian
2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
Penyediaan dan
peningkatan  kualitas APBN/APBD DBEMPR
2.1.1 pr"(‘fara“a dba“ sarana Prov. //APBD Kementerian PUPR DCKSDA// DPUPR/DLH/ Swasta
pada Su Pusat | eSWP III.B Pada Blok Kab. /Swasta DPKPP DPKPP
Pelayanan Kawasan 1I1.B.2
Perkotaan eSWP III.C Pada Blok
I1.C.3
APBN/APBD DBMPR/
2.1.2 ggaﬁ?jnkun lzflngunan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA/ DP[]JDTK/IPPLH/ Swasta
grung Kab./Swasta DPKPP
c Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan
1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Perencanaan e SWP III.LA Pada Blok APBN/APBD DBMPR/ DPUPR/DLH/
1.1.1 | Penyediaan PSU IIL.A.2 Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA/ DPKPP Swasta
Perumahan e SWP IIILA Pada Blok Kab./Swasta DPKPP
Blok III.A.4
e SWP III.B Pada Blok
Penyediaan Prasarana, II1.B.2,
Sarana, dan Utilitas | e SWP II.LB Pada Blok APBN/APBD DBMPR/ DPUPR/DLH/
1.1.2 | Umum di Perumahan 11.B.6, Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA/ DPKPP Swasta
untuk Menunjang | ¢ SWP IIILA Pada Blok Kab./Swasta DPKPP
Fungsi Hunian Blok III.B.7
e SWP III.C Pada Blok
11.C.4
9 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
e SWP III.LA Pada Blok
Penyediaan dan ILA.2
peningkatan  kualitas | ¢SWP III.A Pada Blok APBN/APBD ) DBMPR/ DPUPR,/DLH/
2.1.1 | prasarana dan sarana Blok IIL.A.4 Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA/ DPKPP Swasta
pada Pusat Lingkungan | ¢gwp [II.B Pada Blok Kab./Swasta DPKPP
Kelurahan/Desa 1L.B.2,
e SWP III.B Pada Blok
LIL.B.6, APBN/APBD DBMPR/
2.1.2 | Penataan  Bangunan | ¢ EYVE HIIH]’3A7 Pada Blok | 5 v, /APBD Kementerian PUPR DCKSDA/ DPUPR/DLH/ Swasta
dan Lingkungan o -B- DPKPP
e SWP III.C Pada Blok Kab./Swasta DPKPP
1I1.C.4
B Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi
a Perwujudan Jalan Umum
a.l Perwujudan Jalan Kolektor Primer
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Pembangunan dan | ® Ruas Pantolobete - Dinas Bina
1.1.1 | Peninekatan Kualita Bonemarawa/ APBD Prov. ~ Marga dan ~
gl u s
Jalan Kolektor Primer Bangga - La_llundu - Penataan Ruang
Watatu melintas di DPUPR
SWP III.C; dan Dinas Bina
112 Pemeliharaan Jalan | e Ruas Bangga - APBD Prov. B Marga dan B
o Kolektor Primer Lalundu/Ruas Penataan Ruang
Bangga — Lalundu - DPUPR




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
Watatu melintas di Dinas Bina
113 Penyediaan street SWP III.B dan SWP APBD Prov. B Marga dan B
o furniture II1.C. Penataan Ruang
DPUPR
a.2 Perwujudan Jalan Lokal Primer
2 Program Penyelenggaraan Jalan
2.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
Peningkatan Kualitas | e Ruas Lalundu
1.1.1 | dan Pemeliharaan Kampung — Rio Mukti APBD Kab. - - DPUPR
Jalan Lokal Primer melintas di SWP IIL.B;
e Ruas Polanto Jaya -
Penyediaan dan Min_t i . Makmur
taan elemen melintas di SWP IIL.A;
112 | Pemeen . dan APBD Kab. - - DPUPR
pelengkap jalan lokal e Jalan lokal primer
primer melintas di SWP IIL.A
dan SWP IIL.B.
a.3 Perwujudan Jalan Lokal Sekunder
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
1.1.1 | Peningkatan  Status APBD Kab. - - DPUPR
Jalan
Kajian Teknis
Pembangunan  Jalan
1.1.2 | Baru Sesuai Dengan APBD Kab. - - DPUPR
Ketentuan Perundang -
Undangan
Penyediaan Lahan
1.1.3 | Untuk Pembangunan | e SWP IILA; APBD Kab. - - DPUPR
Jalan Baru e SWP III.B; dan
114 Pembangunan  Jalan | e SWPIILC. APBD Kab. B B DPUPR
Baru
Peningkatan Kualitas
1.1.5 | dan Pemeliharaan APBD Kab. - - DPUPR
Jalan Lokal Sekunder
Penyediaan dan
penataan elemen
L16 | 2 engkap jalan lokal APBD Kab. - - DPUPR
sekunder
a.4 Perwujudan Jalan Lingkungan Primer
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan jalan lingkungan primer
e Ruas Minti Makmur -
Tinauka melintas di
SWP IILA;
Pengembangan, e Ruas Pantalobete -
Peningkatan  Kualitas Bonemarawa melintas
1.1.1 | dan Pemeliharaan di SWP III.B dan SWP APBD Kab. - - DPUPR -
Jalan Lingkungan II1.C; dan
Primer e Jalan Lingkungan
Primer melintas di
SWP III.A, SWP III.B,
dan SWP III.C.
a.5 Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder

Program Penyelenggaraan Jalan




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
1.1 Penyelenggaraan jalan lingkungan sekunder
Pengembangan,
Peningkatan Kualitas | e SWP IILA;
1.1.1 dan Pemeliharaan |e SWP III.B; dan APBD Kab. - - DPUPR -
Jalan Lingkungan |e SWP III.C.
Sekunder
b Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C
1 Program Penyelenggaraan Terminal
1.1 Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C
Kajian Teknis
Pembangunan Terminal Dinas
Penumpang Tipe C Perhubungan
111 Sesuai Dengan Dengan APBD Kab. B B Kabupaten B
Peraturan Perundang Donggala
Undangan
Penyediaan Lahan Dinas
112 Untuk Pembangunan APBD Kab. B B Perhubungan B
Terminal Penumpang Kabupaten
Tipe C Donggala
SWP III.LB pada Blok Dinas
113 Pembangunal} Terminal | III.B.3 APBD Kab. B B Perhubungan B
Penumpang Tipe C Kabupaten
Donggala
Penyediaan Sarana Dan Dinas
Prasarana Pendukung Perhubungan
114 | Terminal Penumpang APBD Kab. - - Kabupaten -
Tipe C Donggala
Dinas
115 Pemeliharaan. Terminal APBD Kab. B B Perhubungan B
Penumpang Tipe C Kabupaten
Donggala
Kajian Teknis
Pembangunan Terminal Kementerian
1.1.6 | Barang Sesuai Dengan APBN Perhub - - -
erhubungan
Dengan Peraturan
Perundang Undangan
Penyediaan Lahan Kementerian
1.1.7 | Untuk Pembangunan APBN Perhubungan - - -
Terminal Barang . erhubunga
N Kawasan Rio Pakava :
1.1.8 Pembangunan Terminal APBN Kementerian ~ ~ ~
Barang Perhubungan
Penyediaan Sarana Dan Kementerian
1.1.9 | Prasarana Pendukung APBN - - -
Terminal Baran; Perhubungan
g
1.1.10 Pemeliharaan Terminal APBN Kementerian B B B
Barang Perhubungan
c Perwujudan Jembatan
1 Program Penyelenggaraan Jembatan
1.1 Penyelenggaraan Jembatan
Kajian Teknis Program | e SWP III.LA pada Blok APBD Dinas Bina
1.1.1 | Pembangunan II.LA.2 dan  Blok Provinsi/ Marga dan DPUPR
Jembatan 1II.A.6; APBD Kab. Penataan Ruang




e SWP III.B pada Blok
II.B.1, Blok III.B.2
dan Blok III.B.7; dan

e SWP III.C pada Blok
III.C.3.

dan Blok III.B.7; dan
e SWP III.C pada Blok
II1.C.3.

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

APBD Dinas Bina
1.1.2 Ezr‘;‘]g:?:}l“nan * ISI}V]; IHI'B pada Blok Provinsi/ Marga dan DPUPR
T APBD Kab. Penataan Ruang
e SWP III.LA pada Blok
IIL.A.2 dan Blok
Penyesuaian lebar 1I1.A.6; . .
1 perlZerasan jembatan | e SWP III.B pada Blok APBD. Dinas Bina
.1.3 . X Provinsi/ Marga dan DPUPR
sesuai dengan fungsi III.B.1, Blok III.B.2 APBD Kab Penataan Ruan
dan kelas jalan dan Blok III.B.7; dan ’ g
e SWP III.C pada Blok
1I1.C.3.
e SWP III.LA pada Blok
IIL.A.2 dan Blok
II1.A.6; . .
. . 4 APBD Dinas Bina
1.1.4 szgflaﬁt‘)aerri‘;‘l‘ aJembatan * ISI}Vg 1111'?3151‘:‘1‘*111311;12‘ Provinsi/ Marga dan DPUPR
Con _ APBD Kab. Penataan Ruang

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Perwujudan Jaringan Dis

tribusi (SUTM)

Pemeliharaan Saluran
Udara Tegangan
Menengah (SUTM)

o SWP IILA;
o SWP III.B; dan
e SWPIII.C.

APBN

Kementerian ESDM

BUMN

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Perwujudan Jaringan Dis

tribusi (SUTR)

Pembangunan dan
Pemeliharaan Saluran
Udara Tegangan
Rendah (SUTR)

o SWP IILA;

Pemerataan Pelayanan
Jaringan Dsitribusi
Pada Seluruh Kawasan
Permukiman dan

Perumahan

o SWP III.B; dan
e SWPIII.C.

APBN

Kementerian ESDM

BUMN

APBN

Kementerian ESDM

BUMN




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
1 Program Perwujudan Gardu Distribusi
1.1 Pembangunan dan Pengembangan Gardu Distribusi
e SWP IIl.LA pada Blok
III.A.1, Blok II.A.3,
Blok III.A.4 dan Blok
Penambahan, II1I.A.6;
Peningkatan Fungsi | e SWP III.B pada Blok .
L1 | o cliharenn 1LB.1, Blok ILB.6 APBN Kementerian ESDM BUMN
Gardu Listrik dan Blok III.B.7; dan
e SWP III.C pada Blok
II1.C.2 dan  Blok
III.C.3.
Pembangunan Gardu | SWP III.LB pada Blok .
112 | SR HLB.1, dan Blok LB APBN Kementerian ESDM BUMN
b Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi
b.1 Perwujudan Jaringan Tetap
b.1.1 | Pembangunan Jaringan Serat Optik
1 Program Pembangunan Jaringan Serat Optik
5:::;:5:21‘;}) o SWPIILA; Kement-eriap
1.1 Berupa Jaringan e SWP III.B; dan APBN/ Swasta | Komunikasi dan Swasta
. e SWPIII.C. Informatik
Serap Optik
b.2 Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler
b.2.1 | Menara Base Transceiver Station (BTS)
1 Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan
1.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
e SWP IIl.LA pada Blok
III.A.1, Blok IIIL.A.3,
Blok III.A.4 dan Blok
Pemeliharaan Jaringan III.A.6;
Bergerak Seluler | ¢ SWP III.B pada Blok Kementerian
1.1.1 | Berupa Menara Base II.B.1, Blok III.B.2, APBN/Swasta Komunikasi dan
Transceiver Station Blok III.B.6 dan Blok Informatik
(BTS) IIL.B.7; dan
e SWP III.C pada Blok
III.C.1, Blok III.C.3
dan Blok III.C.4.
e SWP III.A pada Blok
Pembangunan Jaringan IILA.4;
e SWP III.B pada Blok .
Bergerak Seluler M.B.2. Blok ILB.6 Kementerian
1.1.2 | Berupa Menara Base B o APBN/Swasta Komunikasi dan
Transceiver Station dan Blok IIL.B.7; dan Informatik
(BTS) e SWP III.C pada Blok
1I.C.1, Blok II.C.3
dan Blok III.C.4.
c Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air
c.1 Perwujudan Jaringan Pengendalian Banjir
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 Perwujudan Sistem Pengendali Banjir
Kajian Teknis
Perencanaan APBN/APBD
1.1.1 | Pembangunan Program e SWPIIL.B Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Pembangunan  Talud Kab.

dan Turap




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumb Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi p u;n S Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 | TP-3 | TP-4
endanaan Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
Pembangunan  Talud APBN/APBD
1.1.2 | Pada Sekitar Sempadan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Sungai Kab.
Pembangunan  Turap APBN/APBD
1.1.3 | Pada Sungai di Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Kawasan Permukiman Kab.
d Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum
d.1 Perwujudan Jaringan Perpipaan
d.1.1 | Perwujudan Bangunan Pengambil Air Baku
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 Perwujudan Bangunan Pengambil Air Baku
1.1.1 | Kajlan _ Teknis APBD Kab. Kementerian PUPR DPUPR
Penyediaan Air Minum
Pembangunan SWP III.B Pada Blok
1.1.2 | Bangunan Pengambil | III.B.7 APBD Kab. Kementerian PUPR DPUPR
Air Baku
Pemeliharaan APBN/APED
1.1.3 Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
bangunan untuk Kab
pengambilan Air Baku )
1.2 Perwujudan Jaringan Transmisi Air Baku
Optimalisasi,
pengembangan, SWP IILB
1.2.1 | dan/atau pemeliharaan : APBD Kab. Kementerian PUPR DPUPR
Jaringan Transmisi Air
Baku
d.1.2 | Perwujudan Unit Produksi Air Minum
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 Pembangunan Instalasi Produksi
. APBN/APBD
1.1.1 | Pembangunan Instalasi | SWP TILB Pada Blok | 5 " xppp Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Produksi 1I1.B.7 Kab
Operasi dan | ® ﬁ;}\g’ 2III.B Pada Blok APBN/APBD
1.1.2 | Pemeliharaan Instalasi M Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
A X o SWP III.B Pada Blok
Produksi Air Minum ML.B.7 Kab.
1.2 Pembangunan Bangunan Penampung Air
Pembangunan APBN/APBD
1.2.1 | Bangunan Penampung SWP IILB Pada Blok Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
N . II1.B.7
Air Minum Kab.
gf;:fﬁaraan dan | e ﬁ})vg 2III.B Pada Blok APBN/APBD
1.2.2 Bangunan Penampung | e SWP IILB Pada Blok PI‘O\% {i :SPBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Air Minum 1I1.B.7 )
d.1.3 | Perwujudan Jaringan Distribusi
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 Perwujudan Jaringan Distribusi Pembagi




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
Pembangunan Jaringan APBN/APBD .
1.1.1 Distribusi Air Minum Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR -
o SWPIILA; Kab.
Operasi dan | | zyﬁ g{g dan APBN/APBD
1.1.2 | Pemeliharaan Jaringan e Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR -
Distribusi Pembagi Kab.
d.4.1 | Perwujudan Unit Pelayanan
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 Perwujudan Jaringan Sambungan Langsung
e SWP III.LA pada Blok
III.A.1, Blok IILA.2,
Pembangunan Jaringan Blok IIL.A.3, Blok APBN/APBD
1.1.1 Sambungan Langsung III.A.4, Blok III.A.5 dan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Blok III.A.6; dan Kab.
e SWP III.B pada Blok
1I.B.7.
e SWP IIILA pada Blok
II.A.1, Blok IILA.2,
Blok 1IIL.A.3, Blok
1II.A.4, Blok III.A.5 dan
Blok IIL.A.6;
e SWP III.B pada Blok
Operasi dan II.B.1, Blok III.B.2, APBN/APBD
1.1.2 | Pemeliharaan Jaringan Blok II.B.3, Blok Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Sambungan Langsung III.B.4, Blok III.B.5, Kab.
Blok III.B.6 dan Blok
II1.B.7; dan
e SWP III.C pada Blok
III.C.1, Blok II.C.2,
Blok III.C.3 dan Blok
1I1.C.4.
e Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
e.l Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
1 Pengembangan sistem pengelolaan air limbah
Pempangunan  IPAL APBN/APED .
1.1.1 Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Skala Kawasan Kab
Tertentu/ Permukiman ’
Penyediaan dan | ® ISI}N: 6I,H'A pada Blok
Penyiapan Lahan s APBN/APBD
1.1.2 | Pembangunan  IPAL | ° ﬁ}”g ;HB pada Blok | 5 APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Skala Kawasan | o qwp 11.¢ pada Blok Kab.
Tertentu/ Permukiman
IIn.C.1
Pembangunan IPAL APBN/APBD
1.1.3 | Skala Kawasan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Tertentu/ Permukiman Kab.




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
Pemeliharaan IPAL APBN/APBD
1.1.4 | Skala Kawasan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Tertentu/ Permukiman Kab.
e Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan
e.l Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Kajian Teknis | e SWP III.LA Pada Blok APBN/APBD Kementerian PUPR Dinas
1.1.1 | Perencanaan II1.A.1 Prov./APBD Kementerian ATR /BF”N DCKSDA Lingkungan Swasta
Pembangunan TPS3R e SWP III.A Pada Blok Kab. /Swasta Hidup, DPUPR
Penyediaan dan 1II.A.6 APBN/APBD Kementerian PUPR Dinas
1.1.2 | Penyiapan Lahan Prov./APBD Kementerian ATR /BF,’N DCKSDA Lingkungan Swasta
TPS3R Kab. /Swasta Hidup, DPUPR
APBN/APBD Kementerian PUPR Dinas
1.1.3 | Pembangunan TPS3R Prov./APBD Kementerian ATR /BF,’N DCKSDA Lingkungan Swasta
Kab. /Swasta Hidup, DPUPR
Pemeliharaan dan APBN/APBD Kementerian PUPR. Dinas
1.1.4 | peningkatan kualitas Prov./APBD Kementerian ATR /BF”N DCKSDA Lingkungan Swasta
TPS3R Kab. /Swasta Hidup, DPUPR
Penyediaan sarana dan APBN/APBD Kementerian PUPR Dinas
1.1.5 | prasarana pendukung Prov./APBD Kementerian ATR/ BF”N DCKSDA Lingkungan Swasta
TPS3R Kab. /Swasta Hidup, DPUPR
e.2 Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Kajian Teknis APBN/APBD . Dinas
1.1.1 | Perencanaan Prov./APBD Kf;glrftr:e ?:ﬁ’?ﬁf;ﬁN DCKSDA Lingkungan
Pembangunan TPS Kab. Hidup, DPUPR
APBN/APBD Kementerian PUPR Dinas
1.1.2 | Penyediaan Lahan TPS e SWP III.LA pada Blok Prov./APBD Kementerian ATR /Bl”N DCKSDA Lingkungan
II.A.2 dan Blok Kab. Hidup, DPUPR
II1.A.6; APBN/APBD Kementerian PUPR Dinas
1.1.3 | Pembangunan TPS e SWP III.B pada Blok Prov./APBD Kementerian ATR /Bl”N DCKSDA Lingkungan
III.B.3; dan Kab. Hidup, DPUPR
. e SWP III.C pada Blok APBN/APBD . Dinas
1.1.4 IIZZEYZ‘:;"";; Samsa;ana IILC.3. Prov./APBD KKemeg‘t‘?“aifg}gl;N DCKSDA Lingkungan
gang pa Kab. cmenterian Hidup, DPUPR
Pemeliharaan dan APBN/APBD Dinas
1.1.5 | peningkatan kualitas Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA Lingkungan
TPS Kab. Hidup, DPUPR
f Perwujudan Rencana Jaringan Drainase
f.1 Perwujudan Jaringan Drainase Primer
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pada Sungai
e . APBN/APBD .
1.1.1 gi;arl”;:sa;r‘ime‘iamgan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR -
o SWP IILA; Kab.
e SWP III.B; dan
Operasi dan e SWPIII.C. APBN/APBD .
1.1.2 | Pemeliharaan Jaringan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR -
Drainase Primer Kab.




1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
. . APBN/APBD .
1.1.1 | Peningkatan Jaringan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR -
Drainase Sekunder
Kab.
i s . o SWPIILA; APBN/APBD .
1.1.2 gﬁ;ﬂ’;;‘;assékuixngan e SWP IIL.B; dan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR -
e SWPIII.C. Kab.
Operasi dan APBN/APBD .
1.1.3 | Pemeliharaan Jaringan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR -
Drainase Sekunder Kab.
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung dengan Sistem Drainase Sekunder
. . APBN/APBD .
1.1.1 | Peningkatan Jaringan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR .
Drainase Tersier
Kab.
e . o SWPIILA; APBN/APBD .
1.1.2 g‘;}a‘j"ﬁ’a‘g"‘;;rsi;anngan o SWP IIL.B; dan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR -
e SWPIIL.C. Kab.
Operasi dan APBN/APBD .
1.1.3 | Pemeliharaan Jaringan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR -
Drainase Tersier Kab.
i Perwuiudan Rencana Ja.rinian Prasarana Lainnia
1 Program Penyelenggaraan Bencana
1.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
e Ruas Pantolobete -
Bonemarawa/
Bangga — Lalundu -
Watatu melintas di
SWP III.C;
e Ruas Bangga -
Lalundu/Ruas
Bangga - Lalundu -
.. . . Watatu melintas di
1.1.1 | Kajian Teknis Evakuasi | gwp 1B dan swp APBD - - BPBD Swasta
Bencana 1IL.C: Kab./Swasta
e Ruas Lalundu
Kampung — Rio Mukti
melintas di SWP IIL.B;
e Ruas Polanto Jaya —
Minti Makmur
melintas di SWP IIL.A;
e Ruas Pantalobete -
Bonemarawa
melintas di SWP IIL.B;




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan
di Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-1

2024

2025

2026

2027 | 2028 | 2029

TP-2

(2030-

2034)

TP-3
(2035-
2039)

TP-4
(2040-
2043)

e Jalan lokal primer

melintas di SWP III.A

dan SWP III.B;

Jalan lokal sekunder

melintas di SWP IIL.A,

SWP III.B, dan SWP

II1.C;

Jalan lingkungan

primer melintas di

SWP III.A, SWP IIL.B,

dan SWP III.C; dan

e Jalan lingungan
sekunder melintas di
SWP III.C.

1.1.2

Penyediaan Jalur
Evakuasi Bencana yang
Terintegrasi dengan
Tempat Evakuasi
Bencana

e Ruas Pantolobete -
Bonemarawa/
Bangga - Lalundu -
Watatu melintas di
SWP III.C;

® Ruas Bangga -
Lalundu/Ruas
Bangga - Lalundu -
Watatu melintas di
SWP III.B dan SWP
1I.C;

e Ruas Lalundu
Kampung — Rio Mukti
melintas di SWP IIL.B;

e Ruas Polanto Jaya —
Minti Makmur
melintas di SWP IILA;

e Ruas Pantalobete -

Bonemarawa

melintas di SWP IIL.B;

Jalan lokal primer

melintas di SWP III.A

dan SWP IIL.B;

Jalan lokal sekunder

melintas di SWP IILA,

SWP III.B, dan SWP

1I.C;

e Jalan lingkungan
primer melintas di
SWP III.A, SWP IIL.B,
dan SWP III.C; dan

e Jalan lingungan
sekunder melintas di
SWP III.C.

APBD
Kab./Swasta

BPBD

Swasta

g.2

Perwujudan Tempat Evakuasi

g.2.1

Tempat Evakuasi Sementara

Program Penyelenggaraan Bencana

1.1

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap

Bencana

Penyediaan dan
Pemeliharaan Tempat
Evakuasi Sementara

e Lapangan Sepak Bola
Bukit Indah samping
SDN 9 Rio Pakava di

APBD Kab.

BPBD

Swasta




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan
di Bidang

Perangkat Daerah
Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah
Kabupaten
yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-1

2024

2025

2027 | 2028 | 2029

TP-2

(2030-

2034)

TP-3
(2035-
2039)

TP-4
(2040-
2043)

SWP III.A pada Blok

1I.A.4;

Lapangan Sepak Bola

belakang Kantor

Desa Minti Makmur

di SWP III.LA pada

Blok III.A.6;

Lapangan Sepak Bola

Minti Makmur

samping SMP 1 Rio

Pakava di SWP IILA

pada Blok III.A.6;

e Lapangan Olahraga
Lalundu depan
Kantor  Kecamatan
Rio Pakava di SWP
III.B pada Blok
1.B.2;

e Lapangan Sepak Bola
depan Kantor Desa
Rio Mukti di SWP
III.B pada Blok
1I1.B.4;

e Lapangan Sepak Bola

samping Kantor Desa

Polando Jaya di SWP

1I1.B pada  Blok

11.B.7;

Lapangan Sepak Bola

Panca Mukti di SWP

I1.C pada Blok

II.C.2;

Lapangan SMP Satap

Desa Bonemarawa di

SWP III.C pada Blok

III.C.3; dan

e Lapangan SDN 12 Rio
Pakava Desa
Bonemarawa di SWP
III.C pada Blok III.C.4

g.3

Perwujudan Tanggul Penahan Longsor

Program Mitigasi Bencana

1.1

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1.1.1

Pembangunan,
Peningkatan  Kualitas
dan Pemeliharaan
tanggul penahan
longsor

o SWPIILA;
e SWP III.B; dan
e SWPIIL.C.

APBN/APBD
Prov./APBD
Kab.

Kementerian PUPR

DCKSDA

DPUPR

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG

Perwujudan Zona Lindung

Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

el (=

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten dan dalam Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi




A Waktu Pelaksanaan
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
Perlindungan dan APBN/APBD
1.1.1 | Pelestarian Kawasan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Sempadan Sungai Kab.
Rebapiliast | Fungs: APBNN/APBD .
1.1.2 Lind Pad Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
indung ada
. Kab.
Sempadan Sungai
eSWP III.LA Pada Blok
Penataaan Kawasan ghﬁ(’l’ II]I?.’}XO.IC‘: H.Bﬁ.ozk’ APBN/APBD
1.1.3 Sekita? Sempadan ILA4, Bl ok’ IILA.5, Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Sungai dan Blok IILA.6 Kab.
oSWP III.B Pada Blok
II.B.1, Blok II.B.2,
dan Blok III.B.7
X X oeSWP III.C Pada Blok APBN/APBD
1.1.4 | Peningkatan Kualitas | 1 ¢ 5 dan Blok ILC.3 | Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR
Sempadan Sungai Kab.
dengon T melskulan APEN/APED
1.1.5 ; Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR, DLH
perhitungan IHBI Kab
sebesar 3,29% :
b Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
b.1 Perwujudan Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Penyusunan Kajian
111 Rencana Teknis APBD B B DPUPR/DL Swasta
o Penyediaan dan Kab./Swasta H
Pemanfaatan RTH
112 Penyediaan Sub-Zona APBD ~ ~ DPUPR/DL Swasta
o Taman Kecamatan Kab./Swasta H
Pengelolaan
113 Keanekaragaman APBD B B DPUPR/DL Swasta
o Hayati Sub-Zona | SWP III.LA Pada Blok Kab./Swasta H
Taman Kecamatan LA.6
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana
1.1.4 | Keanekaragaman KabA/P gvl?asta B - EPUPR/DL Swasta
Hayati Sub-Zona ’
Taman Kecamatan
Penyediaan RTH
115 dengan melakukan APBD ~ ~ DPUPR/DL Swasta
o perhitungan IHBI Kab./Swasta H
sebesar 0,08%
b.2 Perwujudan Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
111 Penyediaan Sub-Zona KabA/i]i’];Des ) B DPUPR/DL Pemdes/
o Taman Kelurahan /éwasta H Swasta
Pengelolaan APBD
112 Keanekaragaman Kab./APBDes B B DPUPR/DL Pemdes/
o Hayati Sub-Zona | e SWP III.LA Pada Blok /Swas ta H Swasta
Taman Kelurahan III.A.4 dan Blok III.A.6
Pengelolaan Sarana dan | e SWP III.LB Pada Blok
Prasarana III1.B.4 dan Blok III.B.7 APBD
1.1.3 | Keanekaragaman eSWP IILC Pada Blok | Kab./APBDes - - EP UPR/DL Pseﬁfs‘iz/
Hayati Sub-Zona I.c.2 /Swasta
Taman Kelurahan
Penyediaan RTH
114 dengan melakukan APBD B B DPUPR/DL Swasta
o perhitungan IHBI Kab./Swasta H
sebesar 0,21%
b.3 Perwujudan Sub-Zona Taman RW (RTH-5)
1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Penyediaan Sub-Zona APBD DPUPR/DL Pemdes/Swast
1.1.1 Kab./APBDes - -
Taman RW /Swasta H a
Pengelolaan APBD
Keanekaragaman DPUPR/DL Pemdes/
1.1.2 Hayati Sub-Zona Kal/) 'S/\xé:s]?aDes B B H Swasta
Taman RW
Pengelolaan Saranadan | SWP III.LB Pada Blok
Prasarana 1I1.B.2 APBD
1.1.3 | Keanekaragaman Kab./APBDes - - gPUPR/ DL P§$eiisa/
Hayati Sub-Zona /Swasta
Taman RW
Penyediaan RTH APBD
1.1.4 dengan melakukan Kab./APBDes ~ ~ DPUPR/DL Pemdes/
o perhitungan IHBI /éwasta H Swasta
sebesar 0,04%
b.4 Perwujudan Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)
1 Program Pengelolaan Kawasan Pemakaman
1.1 Pengelolaan Kawasan Pemakaman
11.1 Pengembangan Sub- KabA/PA]?)]IDBDeS ~ ~ DPUPR/DL Pemdes/
o Zona Pemakaman /éwasta H Swasta
APBD
1.1.2 Pengelolaan Sub-Zona Kab./APBDes ~ DPUPR/DL Pemdes/
Pemakaman o SWP III.A Pada Blok III /Swasta H Swasta
P lol S A.1 dan Blok IIl A.4 APBD
engelolaan arana | ¢ Swp I11.B Pada Blok III DPUPR/DL Pemdes/
1.1.3 | Dan Prasarana Sub- Kab./APBDes -
B.1 dan Blok III.B.7 H Swasta
Zona Pemakaman /Swasta
Penyediaan RTH APBD
1.1.4 dengan melakukan Kab./APBDes ~ ~ DPUPR/DL Pemdes/
o perhitungan IHBI /;Swasta H Swasta
sebesar 0,05%
c Perwujudan Zona Badan Air (BA)
c.1l Perwujudan Sub-Zona Badan Air (BA)




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
1 Program perlindungan badan air
1.1 Pengelolaan Kawasan badan air
e SWP II.LA Pada Blok
i:giggﬁg‘tl;anr dan | HLA, Blok ILA2, | APBN/APBD
1.1.1 Iih b das Blok 1IILLA.3, Blok Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR -
pemeliharaan  su III.A.4, Blok IILA.5, Kab.
dan aliran sungai dan Blok I1ILA.6
. o SWP III.B Pada Blok
Penertiban ~dan | [B1, Blok IIB.2,
penataan fungsi dan Blok IILB.6. dan Blok APBN/APBD
1.1.2 | kegiatan yang LB.7 ’ Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR -
mengganggu sub das | ¢Swp I1.C Pada Blok Kab.
dan aliran sungai III.C.2 dan Blok I11.C.3
Kajian Pemanfaatan Dinas
Badan Air Pada Sungai * ﬁ}”g IIH'B Pada Blok Perhubunga
1.1.3 Pgsangkayu l_mtukA 1a}u eSWP IILB Pada Blok APBD Kab. n
lintas sungai (logistik, Kabupaten
N 1I1.B.7
dan kelapa sawit) Donggala
o SWP III.LA Pada Blok
III.A.1, Blok IIL.A.2,
Blok IIILA.3, Blok
Penyediaan Ruang NI.A.4, Blok IILA.5,
Tebuka Biru dengan dan Blok II.A.6 APBN/APBD DTPHP,
1.1.4 | melakukan o SWP III.LB Pada Blok Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA DPUPR, -
perhitungan IHBI III.B.1, Blok III.B.2, Kab. DLH
sebesar 0,18% Blok III.B.6, dan Blok
L.B.7
e SWP III.C Pada Blok
III.C.2 dan Blok III.C.3
B Perwujudan Zona Budi Daya
a Perwujudan Zona Pertanian (P)
a.l Perwujudan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)
1 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Pendampingan APBN/APBD Dinas
1.1.1 | Penggunaan Sarana Prov./APBD Kementerian Pertanian DTPH Pertanian dan
Pendukung Pertanian Kab. Peternakan
112 Intensifikasi Kawasan | SWP IIILA Pada Blok APBD DTPHP
Tanaman Pangan II1.A.3
Penyediaan RTH
dengan melakukan DTPHP,
1.1.3 perhitungan IHBI APBD DPUPR, DLH
sebesar 0,17%
1.2 Pengembangan Prasarana Pertanian
Pengelolaan Lahan APBN/APBD Kementerian Dinas
1.2.1 | Pertanian Pangan Prov./APBD Pertanian/Kementeria DTPH Pertanian dan -
Berkelanjutan SWP III.A Pada Blok Kab. n ATR/KBPN Peternakan
IS(?If;S;E?SS;Si PraSar:IalI; A APBN/APBD Dinas
1.2.2 Penduk Pertani Prov./APBD Kementerian Pertanian DTPH Pertanian dan
endukung ertanian
Kab. Peternakan
Tanaman Pangan
1.3 Pembangunan Prasarana Pertanian




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
Pembangunan,
ﬁ:;i?#:;?:‘am dan | swp mLA Pada Blok | APBN/APBD Pe?tl;lsisan
1.3.1 P . III.A.3 Prov./APBD Kementerian Pertanian DTPH
rasarana Pertanian Kab dan
Sub-Zona Tanaman ’ Peternakan
Pangan
2 Program Penyuluhan Pertanian
2.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Eengel?tlba?{g‘im b SWP IILA Pada Blok | APBN/APBD Dinas
2.1.1 apasitas e embagaan |y a 3 Prov./APBD Kementerian Pertanian DTPH Pertanian dan
Petani di Kecamatan Kab P
ab. eternakan
dan Desa
a.3 Perwujudan Sub-zona Perkebunan (P-3)
1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan
1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Perkebunan
e SWP III.A Pada Blok
III.A.1, Blok III.A.2,
Blok III.A.3, Blok
III.A.4, Blok IIL.A.5,
dan Blok III.A.6
e SWP III.B Pada Blok
Intensifikasi Kawasan III.B.1, Blok II.B.2, APBN/APBD
1.1.1 Perkebunan Blok II.B.3, Blok Prov./APBD Kementerian Pertanian DTPH DTPHP
III.B.4, Blok III.B.5, Kab.
Blok III.B.6, dan Blok
IL.B.7;
e SWP III.C Pada Blok
III.C.1, Blok II.C.2,
Blok III.C.3, dan Blok
1I1.C.4
o SWP III.LA Pada Blok
III.A.1, Blok IIL.A.2,
Blok II.A.3, Blok
III.A.4, Blok IILA.5,
dan Blok III.A.6
. e SWP III.B Pada Blok
Penyediaan RTH | "11B.1, Blok ILB.2, | APBN/APBD
dengan melakukan . . DTPHP,
1.1.2 . Blok II.B.3, Blok Prov./APBD Kementerian Pertanian DTPH
perhitungan IHBI DPUPR, DLH
S besar 16 54% II.B.4, Blok IIB.5, Kab.
? Blok III.B.6, dan Blok
IL.B.7;
e SWP III.C Pada Blok
III.C.1, Blok IIL.C.2,
Blok III.C.3, dan Blok
1I1.C.4
1.3 Pembangunan Prasarana Perkebunan
e SWP III.LA Pada Blok
Pembangunan, II.A.1, Blok IILA.2, _
Rehabilitasi dan ﬁ%‘f 4 Hégf’ mil‘;k APBN/APBD Kel’l?lll?:.‘rslan
1.3.1 Pemeliharaan S T Prov./APBD Kementerian Pertanian DTPH
Prasarana Pertanian dan Blok 1I1.A.6 Kab. dan
Perkebunan e SWP III.B Pada Blok Perkebunan
I.B.1, Blok II.B.2,
Blok III.B.3, Blok




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
III.B.4, Blok III.B.5,
Blok III.B.6, dan Blok
IL.B.7;
e SWP III.C Pada Blok
II.C.1, Blok IIL.C.2,
Blok III.C.3 dan Blok
II1.C.4
2 Program Penyuluhan Perkebunan
2.1 Pelaksanaan Penyuluhan Perkebunan
e SWP III.A Pada Blok
III.A.1, Blok IIL.A.2,
Blok IILA.3, Blok
III.A.4, Blok IILA.5,
dan Blok III.A.6
Pengembangan e SWP III.B Pada Blok Dinas
Kapasitas Kelembagaan ILB.1, Blok IILB.2, APBN/APBD Kehutanan
2.1.1 Pekeb di K Blok 1II.B.3, Blok Prov./APBD Kementerian Pertanian DTPH -
ekebun di Kecamatan dan
dan Desa III.B.4, Blok III.B.5, Kab. Perkebunan
Blok III.B.6, dan Blok
IL.B.7;
e SWP III.C Pada Blok
III.C.1, Blok II.C.2,
Blok III.C.3 dan Blok
11.C.4
b Perwujudan Zona Pariwisata (W)
1 Program pengembangan pariwisata (W)
1.1 Pelaksanaan pengembangan kegiatan pariwisata
Pembangunan, APBN/APBD
Pengembangan dan | SWP III.B Pada Blok Kementerian . - Dinas
1.1.1 . Prov./APBD S Dinas Pariwisata L. -
Pemeliharaan Kawasan | III.C.4. Kab Pariwisata Pariwisata
Pariwisata ’
c Perwujudan Zona Perumahan (R)
1 Program Pengembangan Perumahan
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Fasilitasi Pemenuhan | e SWP III.LA Pada Blok
Komitmen Penerbitan III.LA.1, Blok III.A.2,
Izin Pembangunan dan Blok III.LA.3, Blok
1.1.1 | Pengembangan [ILA.4, Blok IILA.5, APSBVEV’;S{E’:"/ Dllzf?(rl:;{i(l fﬁ;‘;"r Swasta
Perumahan dan Blok III.A.6
Terintegrasi Secara | ¢ SWP III.B Pada Blok
Elektronik III.B.1, Blok III.B.2,
Blok II.B.3, Blok
Koordinasi dan III.B.4, Blok III.B.5,
Sinkronisasi Blok III.B.6, dan Blok
112 Pengendalian 1I.B.7; APBD Kab./ DPKPP/Kantor Swasta
o Pembangunan dan | ¢ SWP III.C Pada Blok Swasta Pertanahan
Pengembangan II1.C.1, Blok III.C.2,
Perumahan Blok III.C.3 dan Blok
11.C.4
Kajian Teknis Rencana APBN/APBD anelbm:r?teﬁg BZZ?:;h
1.1.3 | Kawasan Transmigrasi | Kawasan Rio Pakava Prov./APBD su Disnakertrans Disnakertrans
Lalundu - Bambakenu Kab Tertinggal dan

Transmigrasi




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumb Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi P :;nnern Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 | TP-3 | TP-4
endanaa Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 (2025 |2026 2027 | 2028 | 2029 | 2034) | 2039) |2043)
di Bidang membidangi
Penyediaan Lahan Kementerian Desa,
Untuk Rencana APBN/APBD Pembangunan Daerah . .
1.1.4 X X Prov./APBD : Disnakertrans Disnakertrans
Kawasan Transmigrasi Kab Tertinggal dan
Lalundu - Bambakenu a Transmigrasi
Pembangunan Rencana APBN/APBD Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
1.1.5 | Kawasan Transmigrasi Prov./APBD Tertingeal dan Disnakertrans Disnakertrans
Lalundu - Bambakenu Kab Trans%iigrasi
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Program Kawasan Permukiman
2.1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Koordinasi dan
Sinkronisasi
ﬁi&gfnfﬁﬁ}n Penataan | owp [1A Pada Blok | APBN/APBD
2.1.1 Peremga'aan III.A.1, Blok IIL.A.2, Prov./APBD Kementerian PUPR DPKPP DPKPP
Perrnulgirnan Kumuh | Blok 1ILA3, Blok Kab
(Evaluasi Penanganan g;‘r‘?gl’ok?ll? 11: 6HI'A'5’
Eerm;klmfm Kumu}é’ eSWP IILB Pada Blok
Sl"r?;rgﬁla:;& an | mB.1, Blok ILB.2,
P dali Blok III.B.3, Blok
engendatan I.B.4, Blok IILB.5,
Penyelenggaraan Blok IIL.B.6, dan Blok
gemuggran/ 1LB.7; APBN/APBD
2.1.2 |  cremajaan ¢ SWP III.C Pada Blok | Prov./APBD Kementerian PUPR DPKPP DPKPP
Permukiman kumuh
; ; II.C.1, Blok III.C.2, Kab
(Peningkatan Kualitas Blok II.C.3 dan Blok
Lingkungan e
A I1.c.4
Permukiman
(Pembangunan PSU
dan RTLH)
c.2 Perwujudan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)
1 Program Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Pengendalian pada sub- APBN/APBD
1.1.1 | zona perumahan Prov./APBD Kementerian PUPR e DPKPP DPKPP Swasta
kepadatan sedang Kab/Swasta
Penataan lingkungan APBN/APBD
1.1 | kawasan pada sub- Prov./APBD Kementerian PUPR DPKPP DPKPP Swasta
zona perumahan | ¢ SWP IILA Pada Blok Kab/Swasta
kepadatan sedang II.A.1, Blok IILA.2,
Penyediaan Prasarana, Blok III.LA.3, dan Blok
Sarana, dan Utilitas IIL.A.6
Umum di Perumahan | e SWP III.B Pada Blok
untuk Menunjang ILB.1, Blok II.B.2, | APBN/APBD
1.1.3 | Fungsi Hunian Blok 1III.B.3, Blok Prov./APBD Kementerian PUPR DPKPP DPKPP Swasta
(Penyediaan PSU II.B.4, Blok IIL.B.5, Kab/Swasta
Rumah Swadaya, dan Blok III.B.6
Rumah Umum dan
Komersial)
Pengembangan Kasiba APBN/APBD
1.1.,5 | dan  Lisiba  Pada Prov./APBD Kementerian PUPR DPKPP DPKPP Swasta
Kawasan Perumahan Kab
Kepadatan Sedang )




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
Penyediaan RTH APBN/APBD
1.1.6 32?&33%% melak‘;llfl%r} Prox% /QPBD Kementerian PUPR DPKPP DPBE??%LH Swasta
sebesar 2,05% ab.
c.3 Perwujudan Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)
1 Program Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah
1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Penataan dan
Revitalisasi Kawasan APBN/APBD
1.1.1 | pada Sub-Zona Prov./APBD Kementerian PUPR DPKPP DPKPP
E‘Z%?ﬁhan Kepadatan | | owp 1A Pada Blok Kab.
Penataan _Lingkungan III.A.1, Blok IIL.A.2,
Kawasan pada Sub- Blok III.LA.3, Blok APBN/APBD )
1.1.2 III.A.4, Blok IIL.A.5, Prov./APBD Kementerian PUPR DPKPP DPKPP
Zona Perumahan
Kepadatan Rendah dan Blok III.A.6 Kab.
- e SWP III.B Pada Blok
Penyediaan Prasarana, | "y 54 gop B2,
Sarana, dan Utilitas
R Blok III.B.3, Blok
Umum di Perumahan ML.B.4. Blok IILB.5
untuk Menunjang Bl‘ok. I’H B.6 dan .Bl.ok’ APBN/APBD
1.1.3 | Fungsi Hunian ML.B.7 B Prov./APBD Kementerian PUPR DPKPP DPKPP
(Penyediaan PSU | ¢ SWP mI.C Pada Blok Kab.
gﬁﬁiﬁ Umfr:ad&cll}:l; IL.C.1, Blok II.C.2,
. Blok III.C.3, dan Blok
Komersial) ML.C.4
Penyediaan RTH e
1.1.4 dengan melakukan ';PBN/ :;)]IBBDD K ian PUPR DPKPP DPKPP,
14| berhitungan IHBI r°‘%/ . ementerian DPUPR, DLH
sebesar 4,92% ab.
d Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
d.1 Perwujudan Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)
1 Program Pengelolaan Pendidikan
1.1 Pengelolaan Sarana Pendidikan Skala Kecamatan
gj;ﬁnz‘;; R‘;‘;‘;Zg: APBN/APBD Kementerian Dinas
1.1.1 Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan DPUPR Swasta
dan Prasarana Kab Kebud Kebud
Pendidikan ab. ebudayaan ebudayaan
Pembangu nan APBN/APBD Kementerian Dinas
SMA/Sederajat pada ‘3 i s
1.1.3 Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan DPUPR Swasta
Sub-Zona SPU  Skala Kab Kebudayaan Kebudayaan
Kecamatan eSWP IILA Pada Blok : A o
Pembangunan Sarana, II1.A.6 . .
Prasararz‘i:1 dan Utilitas | e SWP III.B Pada Blok APBN/APBD Kemer}t.enan ]'2)1‘nas s
1.1.4 Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan Disdikbud Swasta
Sekolah pada Sub-zona III.B.2 dan Blok III.B.3 Kab./Swasta Kebudayaan Kebudayaan
SPU Skala Kecamatan o SWP III.C Pada Blok )
Rehabilitasi I1.C.3
Sedang/Berat Sarana, APBN/APBD Kementerian Dinas
1.1.5 | Prasarana dan Utilitas Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan Disdikbud Swasta
Sekolah pada Sub-zona Kab./Swasta Kebudayaan Kebudayaan
SPU Skala Kecamatan
Pemeliharaan Rutin APBN/APBD Kementerian Dinas
1.1.6 | Bangunan Gedung dan Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan Disdikbud Swasta
Ruangan pada Sub- Kab./Swasta Kebudayaan Kebudayaan




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumb Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi p u;n S Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 | TP-3 | TP-4
cocanaan Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
zona SPU Skala
Kecamatan
Pemeliharaan Rutin
Sarana, Prasarana dan APBN/APBD Kementerian Dinas
1.1.7 | Utilitas Sekolah pada Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan Disdikbud Swasta
Sub-zona SPU Skala Kab./Swasta Kebudayaan Kebudayaan
Kecamatan
2 Program Kesehatan
2.1 Pengelolaan Sarana Kesehatan Skala Kecamatan
Kajian Teknis Rencana
Pengelolaan dan APBN/APBD Kementerian Dinas
2.1.1 | Pembangunan Sarana Prov./APBD Dinas Kesehatan
Kesehatan Kesehatan
Kesehatan Skala Kab.
Kecamatan
e s APBN/APBD . .
Rehabilitasi Bangunan o SWP III.A Pada Blok Kementerian : Dinas
2:1.2 Sarana Kesehatan 1I.A.6 Prox;é‘ ‘{:‘PBD Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan
P & o SWP III.B Pada Blok .
enyediaan I1.B.2 APBN/APBD ) .
Kelengkapan Kementerian . Dinas
2.1.3 Prov./APBD Dinas Kesehatan
Pendukung Sarana Kesehatan Kesehatan
Kab.
Kesehatan
Penyediaan Angkutan APBN/APBD K teri Di
2.1.4 | Pendukung Sarana Prov./APBD cmenterian Dinas Kesehatan nas
Kesehatan Kesehatan
Kesehatan Kab.
d.2 Perwujudan Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-2)
1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
e SWP III.LA Pada Blok
Pembangunan, ML.A.2
Peningkatan Kualitas | e SWP II.LB Pada Blok APBN/APBD Kementerian . Dinas
1.1.1 . . Prov./APBD Dinas Kesehatan Swasta
dan Pemeliharaan Balai 1I.B.2 Kab./S " Kesehatan Kesehatan
Pengobatan Warga e SWP III.B Pada Blok ap./owasta
1I1.B.7
2 Program Pengelolaan Pendidikan
2.1 Pengelolaan Sarana Pendidikan Skala Kelurahan
Pembangunan e SWP III.B Pada Blok
sf) TS dfrua o ada [LB.3, Blok IILB.4, | APBN/APBD Kementerian Dinas
1.1.1 Sub-Zona J SPU Spkala dan Blok III.B.5 Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan Disdikbud Swasta
U e SWP III.C Pada Blok | Kab./Swasta Kebudayaan Kebudayaan
Kelurahan M.C.1
g;{n;;asziz ?aa'gt ada .E}N: IIH'A Pada Blok APBN/APBD Kementerian Dinas
1.1.2 J p N Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan Disdikbud Swasta
Sub-Zona SPU Skala | eSWP III.B Pada Blok
Kab./Swasta Kebudayaan Kebudayaan
Kelurahan 11.B.2
e SWP III.LA Pada Blok
III.A.1, Blok IIL.A.2,
Blok 1II.A.3, Blok
Pembangunan Sar‘a.na, III.A.4, Blok III.A.5, APBN/APBD Kementerian Dinas
Prasarana dan Utilitas dan Blok III.A.6 ‘3 L s s
1.1.3 Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan Disdikbud Swasta
Sekolah pada Sub-zona | ¢ SWP III.B Pada Blok Kab./Swasta Kebudayaan Kebudayaan
SPU Skala Kelurahan ILB.1, Blok IIB.2, : Y Yy
Blok III.B.3, Blok
III.B.4, Blok III.B.5,

dan Blok III.B.7




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
o SWP II1.C Pada
Blok.III.C.1,
Blok.III.C.3, dan
Blok.III.C.4
3 Program Pengelolaan Peribadatan
3.1 Pengelolaan Mesjid, Mushola, Gereja dan Pura
o SWP III.LA Pada Blok
II.A.1, Blok IILA.2,
Blok II.LA.3, Blok
II.A.4, Blok IILA.5,
Penataan, Rehabilitasi, dan Blok III.A.6
dan Pemeliharaan | ¢ SWP III.B Pada Blok
Mesjid, Mushola, Gereja III.B.1, Blok III.B.2, APBN/ APBD .
.11 dan Pura pada Sub- Blok III.B.3, Blok Kab./Swasta Kementerian Agama DPUPR Swasta
Zona SPU Skala II1.B.4, Blok III.B.5,
Kelurahan dan Blok III.B.7
o SWP II1.C Pada
Blok.III.C.1,
Blok.III.C.3, dan
Blok.III.C.4
4 Program Pengelolaan Sarana Olahraga
Al Pengelolaan Sarana Olahraga
e SWP III.LA Pada Blok
IIL.A.5
e SWP III.B Pada Blok
1I.B.2 Kementerian PUPR Dinas Pemuda
411 Revitalisasi Sarana | ¢ SWP II.LB Pada Blok APBN/APBD K . ; dan Olahraga
1. ementerian Pemuda
Olahraga III.B.4 Prov. dan Olahraga Kabupaten
e SWP III.B Pada Blok Donggala
11.B.7
e SWP III.C Pada Blok
1I1.C.4
5 Program Sarana Kesehatan
5.1 Pengelolaan Kesehatan Warga
e SWP III.A Pada Blok
III.A.1, Blok III.A.2,
Blok III.A.3, Blok
III.A.4, Blok IILA.5,
dan Blok III.A.6
Revitalisasi, Penyediaan | ¢ SWP III.LB Pada Blok APBN/APBD ) )
51.1 sarana dan Prasarana III.B.1, Blok II.B.2, Prov./APBD Kementerian Dinas Kesehatan Dinas Swasta
Balai Kesehatan dan Blok III.B.3, Blok Kab./Swasta Kesehatan Kesehatan
Posyandu II1.B.4, Blok III.B.5, :
dan Blok III.B.7
o SWP II1.C Pada
Blok.IIL.C.1,
Blok.III.C.3, dan
Blok.lII.C.4
d.3 | Perwujudan Sub-zona SPU Skala RW (SPU-3)
1 Program Pengelolaan Pendidikan
1.1 Pengelolaan Sarana Pendidikan Skala RW
Pembangunan Sarana, . .
Prasarat%;1 dan Utilitas | SWP III.C Pada Blok APBN/APBD Kemeptferlan D{nas g
1.1.1 Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan Disdikbud Swasta
TK/PAUD pada Sub- | III.C.2 dan Blok III.C.4
Kab./Swasta Kebudayaan Kebudayaan
zona SPU Skala RW




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana, APBN/APBD Kementerian Dinas
1.1.2 | Prasarana dan Utilitas Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan Disdikbud Swasta
TK/PAUD pada Sub- Kab./Swasta Kebudayaan Kebudayaan
zona SPU Skala RW
Pemeliharaan Rutin
Sarana, Prasarana dan APBN/APBD Kementerian Dinas
1.1.3 | Utilitas TK/PAUD pada Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan Disdikbud Swasta
Sub-zona SPU Skala Kab./Swasta Kebudayaan Kebudayaan
RW
Pemeliharaan Rutin
Sarana, Prasarana dan APBN/APBD Kementerian Dinas
1.1.4 | Utilitas TK/PAUD pada Prov./APBD Pendidikan Pendidikan dan Disdikbud Swasta
Sub-zona SPU Skala Kab./Swasta Kebudayaan Kebudayaan
RW
2 Program Pengelolaan Sarana Olahraga
2.1 Pengelolaan Sarana Olahraga
Dinas Pemuda
215 Revitalisasi Sarana | SWP III.C Pada Blok ‘;??VN//:;?DD Kementerian Pemuda dan Olahraga
o Olahraga II1.C.2 dan Blok III.C.4 kab dan Olahraga Kabupaten
) Donggala
e Perwujudan Zona Campuran (C)
e.l Perwujudan Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)
1.1 Program penyelenggaraan kegiatan campuran
Pembangunan dan APBN/APBD
1.1.1 pengend%alilian kegiatan ISI}NP L.C Pada Blok Prov. // APBD Kementerian PUPR DCKS.DA/ ADPU.PR/
.C.3 Disperindag Disperindag/
campuran Kab.
f Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)
f.1 Perwujudan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)
1 Program Penyelenggaraan Perdagangan dan Jasa
Pengembangan
Kawasan Peruntukan DPUPR/
111 Perdagangan dan Jasa APBD Kab. Disperindag
Skala WP
Pengembangan Sarana | eSWP IIILA Pada Blok
dan Prasarana III.A.3 dan Blok II.A.6 DPUPR/
1.1.2 Perdagangan Jasa oSWP III.B Pada Blok APBD Kab. Disperindag
Skala WP III.B.1 dan Blok III.B.3
ggﬁzzcrillaan melakuizl;ll DPUPR/
1.1.3 . APBD Kab. Disperindag,
perhitungan IHBI DLH
sebesar 0,07%
f.2 Perwujudan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)
1 Program Penyelenggaraan Perdagangan dan Jasa
Pengembangan
Kawasan Peruntukan DPUPR/
111 Perdagangan dan Jasa APBD Kab. Disperindag
Skala SWP eSWP III.LA Pada Blok
Pengembangan Sarana III.A.1 dan Blok III.A.2
dan Prasarana | eSWP III.B Pada Blok DPUPR/
1.1.2 Perdagangan Jasa II1.B.2, Blok III.B.3, APBD Kab. Disperindag
Skala SWP dan Blok III.B.6
. DPUPR/
Penyediaan RTH . .
1.1.3 denéan melakukan APBD Kab. Disperindag,

DLH




Waktu Pelaksanaan

Pelaksana
Sumber Kementerian / Perangkat TP-1
No. Program Utama Lokasi Pendanaan Lembaga yang Perangkat Daerah Daerah Pemangku TP-2 TP-3 | TP-4
Menyelenggarakan Provinsi yang Kabupaten Kepentingan (2030- | (2035- |(2040-
Urusan Pemerintahan membidangi yang Lainnya 2024 | 2025 | 2026 [2027 |2028 |2029 | 2034) | 2039) | 2043)
di Bidang membidangi
perhitungan IHBI
sebesar 0,07%
g Perwujudan Zona Perkantoran (KT)
1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
1.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Pemeliharaan  Kantor | eSWP III.LA Pada Blok
Desa III.A.2, Blok III.LA.4,
Blok III.A.5, dan Blok
III.A.6 .
DPUPR, Dinas
eSWP III.B Pada Blok ?
1.1.1 ILB.2, Blok ILB.5, APBD Kab. Pemberdayaan
Blok IILB.6 dan Blok Desa
II1.B.7
oSWP III.C Pada Blok
II1.C.4
112 Perpetliharaan Kantor | SWP III.A Pada Blok APBN POLRI ~ ~ ~
Polisi 1I1.A.6
oA Pada Blok IIL.A.2,
Blok III.A.4, Blok
. II1.A.5, dan Blok III.A.6
1.1.3 § II1.B.2, Blok II.B.5, APBD Kab.
perhitungan IHBI Pemberdayaan
Blok III.B.6 dan Blok
sebesar 0,06% HLB.7 Desa, Pemdes
eSWP III.C Pada Blok
1I1.C.4
h Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan (PP)
h.1 Program Penataan Kawasan Pengelolaan Sampah
1 Penyelenggaraan Penataan Kawasan Persampahan
Penataan Kawasan APBN/APBD Dinas
1.1.1 sekitar Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA Lingkungan
Kab. Hidup, DPUPR
P SWP III.LA Pada Blok
embangunan, ILA.1 )
peemeliharaan dan o APBN/APBD Dinas
1.1.2 | penyediaan sarana dan Prov./APBD Kementerian PUPR DCKSDA Lingkungan Swasta
prasarana pendukung Kab/ Swasta Hidup, DPUPR
pengelolaan sampah
i Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
i.1l Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Pemeliharaan = Kantor Kementerian
1.1.1 | Militer (Koramil 1306- ISI}N: 1 LA~ Pada  Blok APBN Pertahanan dan - - -
20/Rio Pakava) o Keamanan
dan T asarana . Kementerlan
1.1.2 Penduk Kegiat Kawasan Rio Pakava APBN Pertahanan dan - - -
endukung egiatan
o Keamanan
Militer
j Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL)
j-1 Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3)
j.1.1 Program Pemenuhan Upaya Memperoleh Air Bersih
1.1 Penyediaan Fasilitas Pengolahan Air Minum




Pembangunan dan
pemeliharaan jaringan APBN/APBD
1.1.1 | serta sarana dan ISI}N]; ZHI'B Pada Blok | b /APBD Kementerian PUPR DCKSDA, DPKPP DPUPR
prasrana IPAM untuk o Kab.
Kawasan Permukiman
k Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)
k.1 Program penataan dan pemelihraan badan jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan
Perencanaan dan | eSWP II.LA Pada Blok
Pengendalian Kawasan III.A.1, Blok IIL.A.2, APBN/APBD
1.1.1 | zona badan jalan sesuai Blok III.LA.3, Blok Prov./APBD Kementerian PUPR DBMPR DPUPR
kelas jalan dan III.A.4, Blok IIL.A.5, Kab.
pelayanan minimum dan Blok III.A.6
1.1.2 Ez?jﬁ;ﬁiar;an, dan .ISI?];ITH.];IOFEd?ngk’ %PBN/:;)]?S K terian PUPR DBMPR DPUPR
o Penataan Kawasan Blok III.B.3, Blok rox;%/ b ementerian
zona badan jalan II.B.4, Blok IILB.5, apb.
Blok III.B.6, dan Blok
Penyediaan dan | ULB.7: APBN/APBD
1.1.3 | penataan clemen | *SWP HILC Pada Blok | 'p 0%, pEp Kementerian PUPR DBMPR DPUPR
. IL.C.1, Blok IILC.2,
pelengkap jalan Blok III.C.3, dan Blok Kab.
1I1.C.4




TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX) RDTR KAWASAN RIO PAKAVA

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

Zona

Zona Badan Air

Kawasan Lindung

SubZona

Pertanian Jagung

Badan Air

Tanaman Pangan

Zona Perumahan

Kepadatan Sedang
Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa
Skala SWP

Zona Peruntukan Lainnya

Instalasi Pengolahan Air

Pertanian Gandum

Pertanian Kedelai

Pertanian Kacang Tanah

Pertanian Kacang Hijau

Pertanian Aneka Kacang Hortikultura

Makan

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa
Skala SWP
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Instalasi Pengolahan Air

-
P(_artanian Biji-bijian Penghasil Bukan X X X | X X X X X X
Minyak Makan

Pertanian Serealia Lainnya, Aneka

Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak X X X | X X X X X X
Lainnya

Pertanian Padi Hibrida X X X | X X X X X X
Pertanian Padi Inbrida X X X | X X X X X X
Pertanian Hortikultura Sayuran Daun X X X | X X X X X X
Pertanian Hortikultura Buah X X X | X X X X X X
Pertanian Hortikultura Sayuran Buah X X X | X X X X X X
Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi X X X | X X X X X X
Pertanian Aneka Umbi Palawija X X X | X X X X X X
Pertanian Jamur X X X | X X X X X X
Pertanian Sayuran Tahunan X X X X X X X X X X
Perkebunan Buah Kelapa X X X X X X X X X X
Perkebunan Buah Kelapa Sawit X X X X X | X X X X
Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya X X X X X X X X X X




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa
Skala SWP
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Instalasi Pengolahan Air

-
P(_artanian Tanaman Untuk Bahan X X X X | X | X X X X
Minuman

Perkebunan Lada X X X X | X X X X X X
Perkebunan Cengkeh X X X X | X X X X X X
Pertanian Cabai X X X X | X X X X X X
Perkebl_man Tanaman X X X X | X X X X X X
Aromatik/Penyegar

Pfertaman Taqaman Obat atau X X X X | X X X X X X
Biofarmaka Rimpang

Pgrtaman Tanamap Obat atau X X X X | X X X X X X
Biofarmaka Non Rimpang

Pertanian Tanaman Rempah-Rempah,

Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya X X X X : X X X X X X
Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong X X X X B1 X X X X X X
Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah X X X X B1 X X X X X X
Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong X X X X B1 X X X X X X
Pembibitan Dan Budidaya Kambing X X X X B1 X X X X X X
Potong

Pembibitan Dan Budidaya Kambing X X X X B X X X X X X
Perah

Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah X X X X B1 X X X X X X
Peternakan Babi X X X X B1 X X X X X X




Kawasan Lindung Kawasan Budi Daya
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Budidaya Ayam Ras Pedaging X X X X X X X X B1 X X X X X X X X X X X X X
Budidaya Ayam Ras Petelur X X X X X X X X B1 X X X X X X X X X X X X X
Ezbmebklbltan Dan Budidaya Itik Dan/Atau X X X X X X X X B1 X X X X X X X X X X X X X
Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh X X X X X X X X B1 X X X X X X X X X X X X X
Pemblbltan_ Dan Budidaya Ternak X X X X X X X X B1 X X X X X X X X X X X X X
Unggas Lainnya
Pembibitan dan Budidaya Burung Walet X X X X X X X X T1,B1 X T1,B1 T1,B1 X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 X X X X
Jasa Pengolahan Lahan X X X X X X X X | X X B3 X X X X X X X X X X
Jasa Pemupukan, Penanaman
Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan X X X X X X X X | X X B3 X X X X X X X X X X
Gulma
Jasa Pemanenan X X X X X X X X | X X B3 X X X X X X X X X X
Jasa Penunjang Pertanian Lainnya X X X X X X X X | X X B3 X X X X X X X X X X
Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak X X X X X X X X | X X B3 X X X X X X X X X X
Jasa Pasca Panen X X X X X X X | | X X B3 X X X X X X X X X X
Pemilihan Benih Tanaman Untuk X X X X X X X | | X X X X X X X X X X X X X

Peniembanibiakan



Zona

Zona Badan Air

SubZona

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa
Skala SWP
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Instalasi Pengolahan Air

-
. . B1,B

Penggalian Pasir X 3 X X X X X X X X X X

Kegiatan Rumah Eotong dan X X X X X B1 X B X X X X

Pengepakan Daging Bukan Unggas

Kegiatan Rumah Fotong dan X X X X X B X B1 X X X X

Pengepakan Daging Unggas

Industri Pengolahan dan Pengawetan

Produk Daging dan Daging Unggas X X X X X B1 X B1 X X X X

Indust.n Minyak Mentah Dan Lemak X X X X X B X B1 X X X X

Nabati

Industri Margarine X X X X X B1 X B1 X X X X

NdustrilMiny:ak Mentah Dan Lemak X X X X X B X B X X X X

Hewani Selain lkan

Industri Minyak Goreng Bukan Minyak

Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit X X X X X B1 X B1 X X X X

Industri Minyak Mentah Kelapa X X X X X B1 X B1 X X X X

Industri Minyak Goreng Kelapa X X X X X B1 X B1 X X X X

Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit

(Crude Paim Oil) X X X X X B1 X B1 X X X X

Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit

(Crude Palm Kerel O} X X X X X B1 X B1 X X X X

Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak

Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak X X X X X B1 X B1 X X X X

Mentah Inti Kelapa Sawit




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa

Skala SWP
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Instalasi Pengolahan Air

-
Industri Pemurnian Minyak Mentah
Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti X X X X B1 X B1 X X X X
Kelapa Sawit
Indus.tn Pemlsahap/Fraksma& Minyak X X X X B X B1 X X X X
Murni Kelapa Sawit
Indugtn Ffemmahan/Frgksmaa Minyak X X X X B X B X X X X
Murni Inti Kelapa Sawit
Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit X X X X B1 X B1 X X X X
Industri Minyak Mgntah dan Lemak X X X X B X B1 X X X X
Nabati dan Hewani Lainnya
Industri Kakao X X X X B1 X B1 X X X X
Industri Makanan Dari Cokelat Dan
Kembang Gula Dari Coklat X X X X B1 X B1 X X X X
Industri Pengolahan Kopi X X X X B1 X B1 X X X X
Industri Krimer Nabati X X X X B1 X B1 X X X X
Industri Penggergajian Kayu X X X X B1 X B1 X X X X
Industri Pengawetan Kayu X X X X B1 X B1 X X X X
Ind'ust'ri Pengawetan Rotan, Bambu Dan X X X X B X B1 X X X X
Sejenisnya
Industri Partikel Kayu Dan Sejenisnya X X X X B1 X B1 X X X X
Industri Kayu Lapis X X X X B1 X B1 X X X X




Kawasan Lindung Kawasan Budi Daya
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m K-3 PL-3
Industri _Kayu Lapis Laminasi, Termasuk X X X X X X X X B1 X X B1 X X X X X X X X X X
Decorative Plywood
Industri Panel Kayu Lainnya X X X X X X X X B1 X X B1 X X X X X X X X X X
Industri Veneer X X X X X X X X B1 X X B1 X X X X X X X X X X
Industri Kayu Laminasi X X X X X X X X B1 X X B1 X X X X X X X X X X
Industri Barang Bangunan Dari Kayu X X X X X X X X B1 X X B1 X X X X X X X X X X
Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu X X X X X X X X B1 X X B1 X X X X X X X X X X
Industri Wadah dari Kayu X X X X X X X X B1 X X B1 X X X X X X X X X X
Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu X X X X X X X X B X X B1 X X X X X X X X X X
Bukan Mebeller
'B“;’I‘T‘]itl:' Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan | |y X | x X | x | x| x B1 X X B1 X X X X X X x| x | x | x
Industri Kimia Qasar.Organik.Yang X X X X X X X X B X X B1 X X X X X X X X X X
Bersumber Dari Hasil Pertanian
Industri Sabun Dan Bahan Pembersih X X X X X X X X B X X B X X X X X X X X X X
Keperluan Rumah Tangga
Industri Furnitur Dari Kayu X X X X X X X X B1 X X B1 X X X X X X X X X X
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/ AR
PANAS DAN UDARA DINGIN
Transmisi Tenaga Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Distribusi Tenaga Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pengope(asign Instalasi Penyediaan X X X X X X X X X | | | | X X | | | | X X X
Tenaga Listrik
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Pengope(a3|_an Instalasi Pemanfaatan X X X X X X X X X | | | | X X | | | | X X X
Tenaga Listrik
f:ma: Penunjang Tenaga Listrik X | x X | x X | x | x| x X | | | | | | | | | Plox | x| x
TREATMENT AIR, TREATMENT AIR
LIMBAH, TREATMENT DAN
PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH,
DAN AKTIVITAS REMEDIASI
Penampungan, Penjernihan Dan Lo | | | R | | | | ! | | | | | Lo ] x| x
Penyaluran Air Minum
Penampungan Dan Penyaluran Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X X
Aktivitas Penunjang Treatment Air | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | X X
Pengumpulan Air Limbah Tidak X | x X | x x | ox | B x X X T T1 T T1 X | | | x| x | x | x
Berbahaya X
Treatment Dan Pembuangan Air Limbah B1 X X X X X X X X X B1 B1 B1 X X X X X X X X X
Tidak Berbahaya
Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak |y |y X | x X | x | x| x X X T T1 T T1 T | | | | X Lo ox
Berbahaya
Treatment_Dan Pembuangan Limbah Dan X X X X X X X X X X B3 B3 X X X X X X X X | X
Sampah Tidak Berbahaya
Pemulihan Material Barang Logam X X X X X X X X X X X B1 X X X X | | X X | X
Pemulihan Material Barang Bukan Logam X X X X X X X X X X X B1 X X X X | | X X | X
KONTRUKSI
Konstruksi Gedung Hunian X X X X X X X X B1 X X X X X X
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Instalasi Pengolahan Air

-
Konstruksi Gedung Perkantoran X X X X X B1 | | | | | | | | X
Konstruksi Gedung Industri X X X X X B1 X X T1,B1 X X X X X X
Konstruksi Gedung Perbelanjaan X X X X X X X ™ T X X X | | X
Konstruksi Gedung Kesehatan X X X X X X X T1,B1 T1,B1 B1 B1 X B1,B2 | X
Konstruksi Gedung Pendidikan X X X X X X X ™ T B1 B1 | | | X
Konstruksi Gedung Penginapan X X X X X X T T1,B1 T1,B1 X X X B2 | X
Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan X X | | X X | T1,B1 T1, B1 | | X | | X
Olahraga
Konstruksi Gedung Lainnya X | x | | X X B;’B T T1 | | | | | X
Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi X X X X X X | | | | | | | | |
Bangunan Gedung
Konstruksi Bangunan Sipil Jalan X B1 | | | | | | | | | | | | |
Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan,
Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass X B1 B B X B X T, B1 T, B1 : I : ! I !
Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase | | | | B1 B1 B1 | | | | | | | |
Kpnstrull(si Bangunan Sipil Pengolahan | | | | X B B | | | | | | | |
Air Bersih
Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana
Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah X X X X X B1 X T1,B1 T1,B1

Padat, Cair Dan Gas
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Instalasi Pengolahan Air

-
Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal X | | | | | | | | | | | | |
Konstruksi Sentral Telekomunikasi X | | | | X | B1 | | | | | |
?:rrgiuatan/Pengeboran Sumur Air X B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 | | | | | |
Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, B1,B2, B1,B2,
Dan Limbah Lainnya X X X X X X X X B3 B3 X X I X
Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber

) | | | | | | | | | | | | | |
Daya Air
Pengerukan X X X X X X X X X X X X X X
Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga X X B1 X X X X X B1 B1 | | | X
Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytd| X X X X X X X X X X X X X X
Penyiapan Lahan X X | | | X | | | | | | | |
Instalasi Listrik X X | | | X X | | | | | | |
Instalasi Telekomunikasi X X | | | X X | | | | | | |
Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan X X | | | X X | | | | | | |
Raya
Instalasi Saluran Air (Plambing) X X | | | X X | | | | | | |
Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara X X | | | X X | | | | | | |
Instalasi Mekanikal X X | | | X X | | | | | | |
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Instalasi Pengolahan Air

Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan
Alumunium

Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan
Saniter Dan Plafon

Pengecatan

Dekorasi Interior

Dekorasi Eksterior

Penyelesaian Konstruksi Bangunan
Lainnya

Pemasangan Pondasi Dan Tiang
Pancang

Pemasangan Perancah (Steiger)

Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof
Covering

Pemasangan Kerangka Baja

Penyewaan Alat Konstruksi Dengan
Operator

Konstruksi Khusus Lainnya Ytd!

o
— | - | - == == = = | = = = || =] = — |
w

PERDAGANGAN BESAR DAN
ECERAN; REPARASI DAN
PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA
MOTOR
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Instalasi Pengolahan Air

-
) T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1,
Perdagangan Eceran Mobil Baru X X X X B2 B2 B2 B2 B? X B2 | X
) T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1,
Perdagangan Eceran Mobil Bekas X X X X B2 B2 B2 B2 B2 X B2 | X
) . T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1,
Reparasi Mobil X X X X B2 B2 B2 B2 B2 X B2 | X
. . T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1,
Pencucian Dan Salon Mobil X X X X B2 B2 B2 B2 B2 X B2 | X
Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, X T1,B1, | X
Aksesori Mobil B2 B2 B2 B2 B2 B2
T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1,
Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru X X X X B2 B2 B2 B2 B2 X B2 | X
Perdagangan Eceran Sepeda Motor X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1, B1, T1, B1, X T1,B1, | X
Bekas B2 B2 B2 B2 B2 B2
Perdagangan Eceran Suku Cadang X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1, B1, T1, B1, X T1,B1, | X
Sepeda Motor Dan Aksesorinya B2 B2 B2 B2 B2 B2
) T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1,
Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor X X X X B2 B2 B2 B2 B2 X B2 | X
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1, B1, T1, B1, X T1,B1, | X
Jasa (Fee) Atau Kontrak B2 B2 B2 B2 B2 B2
. " T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1,
Perdagangan Besar Padi Dan Palawija X X X X B2 B2 B2 B2 B2 X B2 | X
Perdagangan Besar Buah Yang X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, X T1,B1, | X
Mengandung Minyak B2 B2 B2 B2 B2 B2
Perdagangan Besar Bunga Dan X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1, B1, T1, B1, X T1,B1, | X
Tanaman Hias B2 B2 B2 B2 B2 B2
. . T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1,
Perdagangan Besar Binatang Hidup X X X X B2 B2 BD B2 B2 X B2 | X
Perdagangan Besar Hasil Kehutanan X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, X T1,B1, | X
Dan Perburuan B2 B2 B2 B2 B2 B2
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Instalasi Pengolahan Air

PL-3
Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, X T1,B1, | X
Jangat B2 B2 B2 B2 B2 B2
Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, X T1,B1, | X
Hewan Hidup Lainnya B2 B2 B2 B2 B2 B2
T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, T1,B1,
Perdagangan Besar Beras X X X X B2 B2 B2 B2 B2 X B2 | X
T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, T1,B1,
Perdagangan Besar Buah-Buahan X X X X B2 B2 B2 B2 B2 X B2 | X
T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, T1,B1,
Perdagangan Besar Sayuran X X X X B2 B2 B2 B2 B? X B2 | X
Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1, B1, T1, B1, T1,B1,
Kakao X X | X X B2 B2 B2 B2 B2 X B2 ! X
Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, X T1,B1, | X
Nabati B2 B2 B2 B2 B2 B2
Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1, B1, T1, B1, X T1,B1, | X
Minuman Hasil Pertanian Lainnya B2 B2 B2 B2 B2 B2
Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, X T1,B1, | X
Kembang Gula B2 B2 B2 B2 B2 B2
Perdagangan Besar Minuman Non X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1, B1, T1,B1, X T1,B1, | X
Alkohol Bukan Susu B2 B2 B2 B2 B2 B2
Perdagangan Besar Rokok Dan X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, X T1,B1, | X
Tembakau B2 B2 B2 B2 B2 B2
Perdagangan Besar Makanan Dan X X X X T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, X T1,B1, | X
Minuman Lainnya B2 B2 B2 B2 B2 B2
) T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, T1,B1,
Perdagangan Besar Tekstil X X X X B2 B2 B2 B2 B2 X B2 | X
. T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, T1,B1,
Perdagangan Besar Pakaian X X X X B2 B2 BD B2 B2 X B2 | X
) T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, T1,B1,
Perdagangan Besar Alas Kaki X X X X B2 B2 B2 B2 B2 X B2 | X
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Instalasi Pengolahan Air

-
Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1, B1, T1, B1, T1,B1,

Teksti X 1 X X B2 X B2 B2 B2 B2 X B2 ' X
Perdagangan Besar Alat Tulis Dan T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, | T1,B1, T1,B1,

Gambar X X X B2 X B2 B2 B2 B2 X B2 ! X
Perdagangan Besar Mesin, Peralatan X X X X T1,B1, X T1,B1, T1,B1, T1, B1, T1, B1, X T1,B1, | X
Dan Perlengkapan Pertanian B2 B2 B2 B2 B2 B2

Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan T1,B1, T1,B1, T1,B1, T B1 1 B1 T1,B1,

Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan X X X X B2 X B2 B2 ’Bz ' éz ' X B2 | X
Perlengkapannya

Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, X X X X T1,B1, X T1,B1, T1,B1, T1, B1, T1, B1, X T1,B1, | X
Cair dan Gas dan Produk YBDI B2 B2 B2 B2 B2 B2

Perdagangan Besar Berbagai Macam T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1,B1, T1B1B

Barang X XX X B2 X B2 B2 B2 B2 X 2 ! X
Perdagangan Eceran Berbagai Macam T1,B1

Barang Yang Utamanya Makanan, X X | x X X | Tgt | T8t | gt | TIB1 | Ti81 | T1B1 X
Minuman Atau Tembakau Di

Minimarket/Supermarket/Hypermarket

Perdagangan Eceran Berbagai Macam T1,B1

Barang Yang Utamanya Makanan,

Minuman Atau Tembakau Bukan Di X X X X T T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Minimarket/Supermarket/Hypermarket

(Tradisional)

Perdagangan Eceran Berbagai Macam T1,B1

Barang Yang Utamanya Bukan Makanan,

Minuman Atau Tembakau Di Toserba X X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
(Department Store)

Perdagangan Eceran Berbagai Macam T1,B1

Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, X X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Minuman Atau Tembakau (barang-
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Instalasi Pengolahan Air

o
&
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barang Kelontong) Bukan Di Toserba

(Department Store)

Perdagangan Eceran Padi Dan Palawja | X X X x | ™B' 1 | mgt | T181 | T1B1 | TIB1 | TIB1 | T1B | X

Perdagangan Eceran Buah-Buahan X X | x x | TBU LTl mer | Tt | TRt | TIB1 | TiB1 | T1B1 | X

Perdagangan Eceran Sayuran X X X x | "B Tl mer | ot | et | TIB1 | Ti81 | T1B1 | X

Perdagangan Eceran Hasil Peternakan X X X x | T T e | it | TIB1 | TIB1 | TIB1 | T1BM | X

Perdagangan Eceran Hasil Perikanan X X | x x | TBU LTl mer | Tt | Bt | TIB1 | Ti81 | T1B1 | X

Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan X X X X T1,B1 T1 1B T1B1 181 T1B1 181 T1B1 | X

Dan Perburuan ’ ' ’ ' ’ '

Egrdagangan Eceran Hasil Pertanian X X X X T1,B1 T 181 T1B1 181 T1B1 181 181 | X
sy : : : : : :

Perdagangan Eceran Minuman Tidak X X X X T1,B1 T 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 181 | X

Beralkohol

Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan X X X X T1,B1 T 181 T1B1 181 T1B1 1B 1B | X

Tembakau di Toko ' ' ' ’ ’ ’

Perdagangan Eceran Beras X X | x x | BV Tl mer | ot | et | TIB1 | T181 | T1B1 | X

Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, X X X X T1,B1 T T1B1 T1B1 T1.B1 T1B1 T1B1 T1B1 | X

Serta Kue Basah Dan Sejenisnya ’ ’ ’ ’ ’ ’

Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir X X X X T1,B1 T1 181 181 181 181 181 181 | X

Dan Gula Merah ’ ’ ’ ’ ’ ’

Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, X X | x x | T TU Ol ey | migt | Tigt | T1Bt | TR | T181 | X

Tauco Dan Oncom
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Instalasi Pengolahan Air

&)
Foragangan Ecaren Deging Den lan X X | x x | B TU e | migt | TiB1 | TIB1 | TiB1 | T181 | X
Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | X X | x x | TBU LTl mer | Tt | Bt | TIB1 | Ti81 | T1B1 | X
Erdagangan Eceran Bahan Bakar T1,B1

Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di X X X X X | Tet | TI81 | Bt | TIB1 | T181 | T1B1 X
Sarana Pengisian Bahan Bakar

Transportasi Darat, Laut, Dan Udara

Perdagangan Eceran Bahan Bakar T1,B1

Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di | X X X X X | Tpt | T8t | TB1 | TIB1 | Ti81 | T1B1 X
Sarana Pengisian Bahan Bakar

Transportasi Darat, Laut, Dan Udara

?gli‘iaganga" Eceran Minyak Pelumas Di | =y X | x x | BVl x| met | Tt | Bt | T8t | Ti81 | T1B1 | X
Perdagangan Eceran Komputer Dan X X X x | "BVl x| met | Tt | et | TIB1 | Ti81 | T1B1 | X
Perlengkapannya

Perdagangan Eceran Alat X X | x x | T x| ot | Tt | Tt | Tt | T8t | T181 | X
Telekomunikasi

Perdagangan Eceran Mesin Kantor X X X x | ™BU L x| mgt | T181 | T1B1 | TIB1 | TIB1 | T1BI | X
Perdagangan Eceran Khusus Peralatan | X | x x | T x| ot | Tt | Tt | T8t | T8t | T181 | X
Audio dan Video di Toko

Perdagangan Eceran Tekstil X X X X T1,B1 X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 | X
Perdagangan Eceran Perlengkapan X X | x x | B x| et | omet | TiB1 | TiB1 | T1B1 | T181 | X
Rumah Tangga Dari Tekstil

;‘Zﬁ:ﬁi"ga" Eceran Perlengkapan Jahit | X X x | "BVl x| et | Tt | Tiet | T8t | Ti81 | T181 | X
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Instalasi Pengolahan Air

B
Perdagangan Eceran Barang Logam X X | x x | THB Tet | TB1 | Tiet | Tigt | Tig1 | Tig | X
Untuk Bahan Konstruksi

Perdagangan Eceran Kaca X X | x x | THBI TIB1 | TIB1 | T8t | TIB1 | T1B1 | THB | X
Perdagangan Eceran Genteng, Batu T1,B1

Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Liat, Kapur, Semen Atau Kaca

Perdagangan Eceran Semen, Kapur, X X | x x | THB Tiet | Tet | Tiet | Tigt | Tigt | Tig | X
Pasir Dan Batu

Per(.iagangan Eceran Bahan Konstruksi X X X X T1,B1 T1B1 T1,B1 T1B1 T1B1 T1B1 T1B1 | X
Dari Porselen

E:?ig?ﬂga" Eceran Bahan Konstruksi |~y X | x x | THB! T8t | T8t | Tt | TIB1 | T8t | THB | X
Ferdagangen Ecefan Cat, Pemis Dan X X | x x | THB Tet | Tet | Tiet | Tigt | Tigt | Tig | X
Perdagangan Eceran Berbagal Macam |y X | x x | T TIB1 | TIB1 | T8t | TIB1 | T1B1 | THB | X
Material Bangunan

PerdaganganlEceran Bahan Dan Barang X X X X T1,B1 1,81 T1.81 1,81 T181 1,81 1,81 | X
Konstruksi Lainnya

Perdagangan Eceran Khusus Karpet, T1,B1

Permadani dan Penutup Dinding dan X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 | X
Lantai di Toko

Perdagangan Eceran Furnitur X X | x x | ThB! TIB1 | T1B1 | T1B1 | T1B1 | T1B1 | T1B | X
Perdagangan Eceran Peralatan Listrik T1,B1

Rumah Tangga Dan Peralatan X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Penerangan Dan Perlengkapannya
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Perdagangan Eceran Barang Pecah
Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu
Atau Tanah Liat

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Barang Pecah
Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari
Kayu, Bambu Atau Rotan

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Barang Pecah
Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan
Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu,
Bambu Atau Rotan

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Alat Musik

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Peralatan Dan
Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
YTDL

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis
Dan Gambar

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan
Dan Penerbitan

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Khusus Rekaman
Musik Dan Video Di Toko

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Khusus Peralatan
Olahraga Di Toko

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Khusus Alat
Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di
Toko

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1
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Instalasi Pengolahan Air

B
Perdagangan Eceran Kertas, Kertas T1,B1

Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 I X
Perdagangan Eceran Pakaian X X | x x | THBI TIB1 | TIB1 | T8t | TIB1 | T1B1 | THB | X
Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal X X | x x | THB T8t | T8t | Tt | TIB1 | T8t | THB | X
Dan Alas Kaki Lainnya

Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | X X | x x | THBI TIB1 | TIB1 | T8t | TIB1 | T1B1 | THB | X
Perdagangan Eceran Tas, Dompet, X X | x x | THB! T8t | T8t | Tt | TIB1 | T8t | THB | X
Koper, Ransel Dan Sejenisnya

Perdagangan Eceran Barang Dan Obat | X | x x | THB Tet | Tet | Tiet | Tigt | Tigt | Tig | X
Farmasi Untuk Manusia Di Apotik

Perdagangan Eceran Barang Dan Obat T1,B1

Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik X X X X 1,81 71,81 1,81 71,81 1,81 .81 I X
Perdagangan‘ Eceran Obat Tradisional X X X X T1,B1 1,81 1,81 181 1,81 1,81 T1B1 | X
Untuk Manusia

s agangan Ecoan Kosmetl Lk X X | x x | THB TRt | TB1 | Tiet | Tigt | Tigt | Tig | X
Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, T1,B1

Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Manusia

Perdagangan Eceran Barang Dan Obat T1,B1

Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 I X
Bukan Di Apotik

Perdagangan Eceran Obat Tradisional X X X X T1,B1 1,81 T1B1 1,81 1,81 1,81 T1B1 | X
Untuk Hewan

Farcagengan Ecofan Kosmetk Lk X X | x x | THB Tet | TB1 | Tiet | Tigt | Tigt | Tig | X
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o
&

o
T
w

Perdagangan Eceran Khusus Barang T1,B1

Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, X X | x X TIB1 | TIB1 | Tt | TIB1 | T1B1 | THB X
Parfum Dan Kosmetik Lainnya

Perdagangan Eceran Alat Opik Dan X X | x x | THB TIB1 | TIB1 | T8t | TIB1 | T1B1 | THB | X
Perlengkapannya

Perdagangan Eceran Kaca Mata X X X x | T8t TIB1 | TB1 | TIB1 | TI81 | TiB1 | T1B1 | X
Perdagangan Eceran Jam X X | x x | THBI TIB1 | TIB1 | T8t | TIB1 | T1B1 | THB | X
Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | X X X x | THB! TIB1 | TIB1 | TIB81 | TIB1 | T1B1 | TIB | X
Perdagangan Eceran Perlengkapan X X X x | T TIB1 | TIB1 | T8t | TIB1 | T1B1 | THB | X
Pengendara Kendaraan Bermotor

ﬁggﬁfa"ga" Eceran Pembungkus Dari |~y X X x | T8t T8t | Tgt | T8t | T8t | T1B1 | T181 | X
Perdagangan Eceran Khusus Barang X X X x | THB TRt | T8t | Tt | TIB1 | T8t | THB | X
Baru Lainnya Ytd

Perdagangan Eceran Hewan Piaraan X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 | X
Perdagangan Eceran Hewan Temak X X | x x | THB TIB1 | TIB1 | T8t | TIB1 | T1B1 | TIB | X
Perdagangan Eceran lkan Hias X X X x | T8t TIB1 | TB1 | TIB1 | TI81 | Ti81 | T1B1 | X
Perdagangan Eceran Pakan T1,B1

Ternak/Unggas/lkan Dan Hewan Piaraan X X X X T1.B1 T1.81 T1.B1 T1.81 T1.81 1,81 I X
Perdagangan Eceran Bunga X X X x | THB TIB1 | TIB1 | Tt | TIB1 | T1B1 | THB | X
Potong/Florist

?:;iarﬁ:r’:ga" Eceran Tanaman Dan Bibit | X | x x | THB! Tt | T8t | Tt | TIB1 | T8t | THB | X
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Instalasi Pengolahan Air

B
Perdagangan Eceran Pupuk Dan X X | x x | B x| ot | Tt | Tt | Tt | TIB1 | T181 | X
Pemberantas Hama

Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan X X X X T1,B1 X 181 181 181 181 181 T1B1 | X
Media Tanaman Hias ’ ' ’ ' ' '

Perdagangan Eceran Minyak Tanah X X X x | BT e | 11 | TIB1 | TIB1 | TIB1 | T1BM | X
Perdagangan Eceran Gas Elpij X X | x x | "B Tl mer | Tt | et | TIB1 | Ti81 | T1B1 | X
Perdagangan Eceran Bahan Kimia X X | x x [ B x| et | mBt | TiB1 | TIB1 | T1B1 | T1B1 | X
Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar X X X X T1,B1 X T1.B1 T1B1 T1.B1 T1B1 T1.B1 T1B1 | X
(Minyak Atsiri) ’ ' ’ ' ' '

Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Dan T1,B1

Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan

Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk X X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Kendaraan Bermotor Lainnnya

Perdagangan Eceran Mesin Pertanian X X X X T1,B1 X 1,81 1,81 181 1,81 1,81 T1B1 | X
Dan Perlengkapannya

Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan X X X X T1,B1 X 1,81 T1.81 1,81 T181 1,81 1,81 | X
Perlengkapannya

Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan X X X X T1,B1 X T1.B1 T1B1 T1.B1 T1B1 T1.B1 T1B1 | X
Perlengkapannya ! ’ ! ’ ’ ’

Perdagangan Eceran Alat Transportasi T1,B1

Darat Tidak Bermotor Dan X X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Perlengkapannya

Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian | X X | x x [ B x| et | miet | TiB1 | TIB1 | T1B1 | T181 | X
Perdagangan Eceran Alat-Alat X X | x x | B x| et | Tt | TiB1 | TIB1 | T1B1 | T1B1 | X
Pertukangan
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Instalasi Pengolahan Air

-
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los | X | x x | THB Tet | TB1 | Tiet | Tigt | Tig1 | Tig | X
Pasar Komoditi Padi Dan Palawija

PerdaganganlEceran Kaki Lima Dan Los X X X X T1,B1 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 181 | X
Pasar Komoditi Buah-Buahan

PerdaganganII.Eceran Kaki Lima Dan Los X X X X T1,B1 1,81 T1,B1 1,81 1,1 1,81 T1B1 | X
Pasar Komoditi Sayur-Sayuran

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los |y X | x x | THB TRt | T8t | Tt | TIB1 | T8t | THB | X
Pasar Komoditi Hasil Peternakan

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los | X | x x | THB Tet | Tet | Tiet | Tigt | Tigt | Tig | X
Pasar Komoditi Hasil Perikanan

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1

Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Perburuan

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1

Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Pertanian Lainnya

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los X X X X T1,B1 1,81 T1B1 1,81 1,81 1,81 T1B1 X
Pasar Beras

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1

Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 | X
Sejenisnya

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1

Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Sejenisnya

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los X X X X T1,B1 1,81 T1.81 1,81 T181 1,81 1,81 | X
Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1

Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 | X
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Instalasi Pengolahan Air

B
Perdagangan Eceran Kaki Lima DanLos | X | x x | ™Yl r | ot | Tigt | Tt | Tt | TIB1 | T181 | X
Pasar Minuman

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los X X X X T1,B1 X 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 181 | X
Pasar Rokok Dan Tembakau

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1

Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan X X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Pakan lkan

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1

Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman X X X X T T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Yidl

Perdagangaln Eceran Kaki Lima Dan Los X X X X T1,B1 X 1,81 T1.81 1,81 T181 1,81 1,81 | X
Pasar Tekstil

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los | X | x x | T x| ot | Tt | Tt | Tt | TIB1 | T181 | X
Pasar Pakaian

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1

Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki X X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Lainnya

Perdagangan Eceran Kaki LimaDan Los | X | x x | T x| ot | Tt | Tt | Tt | T8t | T181 | X
Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los | X X x | "Bl x| met | Tt | Bt | TIB1 | Ti81 | T1B1 | X
Pasar Bahan Kimia

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los |y X | x x | "BV x| met | Tt | et | T8t | Ti81 | T1B1 | X
Pasar Farmasi

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los | X | x x | T x| ot | Tt | Tt | Tt | T8t | T181 | X
Pasar Obat Tradisional

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los |y X | x x | T x| ot | Tiet | Tiet | T8t | T8t | T181 | X
Pasar Kosmetik

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los X X X X T1,B1 X 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 T1B1 | X
Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama
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Instalasi Pengolahan Air

m K-3 PL-3

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1
Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) X X X X 181 T181 181 T181 T181 81 : X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1
Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi YtdI
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los X X X X T1,B1 1,81 T1,B1 1,81 1,1 1,81 T1B1 | X
Pasar Kaca Mata
Perdagangan Ecergn Kaki Lima Dan Los X X X X T1,B1 1,81 1,81 181 1,81 1,81 T1B1 | X
Pasar Barang Perhiasan
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los X X X X T1,B1 1,81 1,81 181 1,81 1,81 181 | X
Pasar Jam
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1
Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Sejenisnya
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1
Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Motor
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los |y X | x x | THB! T8t | T8t | Tt | TIB1 | T8t | THB | X
Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya
Perdagangan Eceran K_akl Lima Dan Los X X X X T1,B1 1,81 1,81 181 1,81 1,81 181 | X
Pasar Barang Elektronik
Perdagangan Eceran Kaki lea' Dgn Los X X X X T1,B1 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 181 | X
Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los T1,B1
Pasar Barang Pecah Belah Dan X X X X T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 T1,B1 X
Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin

s T1,B1
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los | X | x X TIB1 | T8t | Tt | TIB1 | T1B1 | THB X
Pasar Barang Pecah Belah Dan
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Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur
Dari Kayu, Bambu Atau Rotan

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Barang Pecah Belah Dan
Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik,
Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau
Rotan

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Alat Kebersihan

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Perlengkapan Rumah Tangga
Lainnya

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Erdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari
Kertas

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan
Perlengkapannya

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1
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Instalasi Pengolahan Air

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Peralatan Telekomunikasi

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

)
> | < |
w

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang
Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat
Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan
Dan Lainnya

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Barang Kerajinan

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
Pasar Mainan Anak-Anak

T1,B1

™

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas
Jasa (Fee) Atau Kontrak

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Keliling Komoditi
Makanan Dari Hasil Pertanian

T1,B1

™

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Keliling Komoditi
Makanan, Minuman Atau Tembakau
Hasil Industri Pengolahan

T1,B1

T

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Keliling Bahan
Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat
Laboratorium

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Keliling Tekstil,
Pakaian, Alas Kaki Dan Barang
Keperluan Pribadi

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Keliling
Perlengkapan Rumah Tangga Dan
Perlengkapan Dapur

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Perdagangan Eceran Keliling Bahan
Bakar Dan Minyak Pelumas

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

T1,B1

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

T1,B1

T1,B1

Kawasan Budi Daya

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan dan Jasa
Skala SWP
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Instalasi Pengolahan Air
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Perdagangan Eceran Keliling Kertas,
Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang
Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat
Fotografi Dan Komputer

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Keliling Barang
Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan
Lukisan

T1,B1

™

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

Perdagangan Eceran Bukan Di Toko,
Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya
YTDL

T1,B1

T

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

T1,B1

PENGANGKUTAN DAN
PERGUDANGAN

Angkutan Jalan Rel untuk Barang

T

1

Angkutan Melalui Saluran Pipa

Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam
Trayek

Angkutan Antarkota Dalam Provinsi
(AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek

Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam
Trayek

Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam
Trayek

Angkutan Darat Khusus Bukan Bus

Angkutan Darat Bukan Bus Untuk
Penumpang Lainnya, Dalam Trayek




Kawasan Lindung

Kawasan Budi Daya
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Angkutan Sewa X X X X X X | | | X | | X
Angkutan Ojek Motor X X X X X X | | | X | | X
Angkutan Sewa Khusus X X X X X X | | | X | | X
Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum X X X X X X | | | X | | X
Angkutan Bermotor Untuk Barang X X X X X X | | | X | | X
Khusus
Angkutan Sungai dan Danau untuk | B X X X X X X X X X | X
Barang Umum dan/atau Hewan
Pergudangan Dan Penyimpanan X X X X X | | | X X | | X
Aktivitas Cold Storage X X X X X B3 X X X X | | X
Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang X X X X X X | | X X T | X
Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya X X X X X X | | X X T | X
Aktivitas Terminal Darat X X X X X X ™ T X X X | X
Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On X X X X X X X X | | | | X
Street Parking)
Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan
(Off Street Parking) X X X X X X : : X X ! ! X
Aktivitas Penunjang Angkutan Darat X X X X X X T T X X X | X
Lainnya
Penanganan Kargo (Bongkar Muat X X X X X X T1 T X X T1 B2 | X
Barang) )




Kawasan Lindung

Kawasan Budi Daya

S
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Aktivitas Pos X X X X X X ™ T | X X T ™ ™ X
Aktivitas Kurir X X X X X X T T | X X T T T X
Aktivitas Agen Kurir X X X X X X 1K T | X X T T ™ X
PENYEDIAAN AKOMODSI
Hotel Bintang X X X X X X B1, B2 B1, B2 X X X | | | X
Hotel Melati X X X X X | B1, B2 B1, B2 X X X | | | X
Pondok Wisata X X X X X | B1, B2 B1, B2 X X X | | | X
Penyediaan Akomodasi Lainnya X X X X ™ | B1, B2 B1, B2 | X X | | | X
Restoran X X X X ™ | ™ T ™ T X T | | X
Rumah/Warung Makan X | X X X | ™ T ™ T X T | | X
Kedai Makanan X | X X X | ™ ikl ™ T X T | | X
Pgnyediaan Makanan Keliling/Tempat X | X X X | T T T X X T1 | | X
Tidak Tetap
Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu X X X X X T T T T1 X X T | | X
(Event Catering)
Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu X X X X X T ™ T ™ X X 1K | | X
Rumah Minum/Kafe X X X X X T ™ T X X X ik | | X




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa

Skala SWP
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Instalasi Pengolahan Air

-
Kedai Minuman X X X X T T T1 X X T | X X
Rumah/Kedai Obat Tradisional X X X X X T T1 X X T1 | X X
P_enyediaan Minuman Keliling/Tempat X X X X T T T X X T | X X
Tidak Tetap
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Aktivitas Perekaman Suara X X X X X | | X X | | | X
Penyiaran Radio Oleh Pemerintah X X X X X | | X X | | | X
Penyiaran Radio Oleh Swasta X X X X X | | X X | | | X
Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel X X X X | X X X X X | | X
Aktivitas Telekomunikasi Satelit X X X X X X | X X | | | X
Aktivitas Telekor_n_unikasi Khusus Untuk X X X X X | | X X | | | X
Keperluan Sendiri
Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL X X X X X | | X X | | | X
AKTIVITAS KEUANGAN DAN
ASURANSI
Bank Umum Konvensional X X X X X B2 B2 | X | | T X
Bank Umum Syariah X X X X X B2 B2 | X | | ™ X
Unit Usaha Syariah Bank Umum X X X X X B2 B2 | X | | T X




Kawasan Lindung

Kawasan Budi Daya
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Bank Perkreditan Rakyat X X X X B2 B2 | X | ™ X
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X X X X B2 B2 | X | T X
Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP X X X X B2 B2 | X | T X
Primer)
Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer
(USP Koperasi Primer) X X X X B2 B2 I X I T X
Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP X X X X B2 B2 | X | 1 X
Sekunder)
Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder
(USP Koperasi Sekunder) X X X X B2 B2 I X I T X
Koperasi Simpan Pinjam Dan
Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS X X X X B2 B2 X T X
Primer)
Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan
Syariah Koperasi Primer (USPPS X X X X B2 B2 X ™ X
Koperasi Primer)
Koperasi Simpan Pinjam Dan
Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS X X X X B2 B2 X T X
Sekunder)
Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan
Syariah Koperasi Sekunder (USPPS X X X X B2 B2 X T X
Koperasi Sekunder)
Lembaga Keuangan Mikro Konvensional X X X X B2 B2 | X | T X
Lembaga Keuangan Mikro Syariah X X X X B2 B2 | X | ™ X
Perantara Moneter Lainnya X X X X B2 B2 | X | ™ X
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Zona Badan Air

SubZona

Perusahaan Pembiayaan Konvensional

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

B2

Kawasan Budi Daya
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Instalasi Pengolahan Air

T

Perusahaan Pembiayaan Syariah

B2

1K

Unit Usaha Syariah Perusahaan
Pembiayaan

B2

B2

T

Pergadaian Konvensional

B2

B2

1K

Pergadaian Syariah

B2

B2

T

Unit Usaha Syariah Pergadaian

B2

B2

T

Perusahaan Modal Ventura Konvensional

B2

B2

T

Perusahaan Modal Ventura Syariah

B2

B2

T

Unit Usaha Syariah Modal Ventura

B2

B2

T

Asuransi Jiwa Konvensional

B2

B2

T

Asuransi Jiwa Syariah

B2

B2

T

Unit Syariah Asuransi Jiwa

B2

B2

T

Asuransi Umum Konvensional

B2

B2

T

Asuransi Umum Syariah

B2

B2

1K

Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

B2

B2

T

n-)
X X | X | X [ X | X [ X | X | X [ X | X |[X|[X|X]|Xx|mF
w




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa
Skala SWP
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Instalasi Pengolahan Air

-
Penyelenggara Penunjang Sistem X X X X X B2 B2 | X | T X
Pembayaran

Penyelenggara Keg|at§n Jasa X X X X X B2 B2 | X | T X
Pengolahan Uang Rupiah

REAL ESTAT

Rgal Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau X X X X X | | X X | X X
Disewa

Penyewaan Venue Penyelenggaraan

Aktifitas MICE dan Event Khusus X X X X X m m X X ! X X
Kawasan Industri X X X X B1,B3 X X X X X X X
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH

DAN TEKNIS

Aktivitas Konsultan Hukum X X X X X | | X X | X X
Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat X X X X X | | X X | X X
Akta Tanah

Aktivitas Konsultasi Pajak X X X X X | | X X | X X
Aktivitas Kantor Pusat X X X X X | | X X | X X
Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri X X X X X | | X X | X X
Aktivitas Arsitektur X X X X X | | X X | X X
Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi

Teknis YBDI X X X X X | | X X | X X
Penelitian Dan Pengembangan limu

Pertanian, Peternakan, Dan Kehutanan X X X X X ! I X X ! X X




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Penelitian Dan Pengembangan limu
Pengetahuan Alam Dan Teknologi
Rekayasa Lainnya

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa
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Instalasi Pengolahan Air
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Aktivitas Kesehatan Hewan

AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA
GUNA USAHA TANPA HAK OPSI,
KETENAGAKERJAAN, AGEN
PERJALANAN DAN PENUNJANG
USAHA LAINNYA

Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk
Dan Sejenisnya

Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta

Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Usaha Tanpa Hak Opsi Barang
Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi

Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil
Pencetakan Dan Penerbitan

Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan
Tanaman Hias

Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi
Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda
Empat Atau Lebih

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa
Skala SWP
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Instalasi Pengolahan Air
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Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar
& Editing

Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice

Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan
Industri Kreatif Lainnya

Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan
Peralatan Industri Pengolahan

Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian
Dan Peralatannya

Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan
Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil

Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan
Tenaga Kerja Dalam Negeri

Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja
Waktu Tertentu

Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan
Manajemen Fungsi Sumber Daya
Manusia

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya
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Instalasi Pengolahan Air

Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan
Pemerintah

Pelatihan Kerja Teknik Swasta

Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan
Swasta

Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan

Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan
Perusahaan

Aktivitas Agen Perjalanan Wisata

Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh
Dan Haji Khusus

Aktivitas Keamanan Swasta

Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa
Penunjang Fasilitas

Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan

Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan
Industri Lainnya

Aktivitas Jasa Perawatan Dan
Pemeliharaan Taman

Aktivitas Administrasi Kantor Dan
Penunjang Kantor

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

n-)
X | X | X | X [ X | X | X [ X | X |[X|X|X|Xx|Xx/|F
w




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen
Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor
Lainnya

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa
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Instalasi Pengolahan Air
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Jasa Penyelenggara Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi Dan
Pameran (MICE)

Jasa Penyelenggara Event Khusus
(Special Event)

Aktivitas Pengepakan

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,
PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL
WAJIB

Penyelenggaraan Pemerintah Negara
Dan Kesekretariatan Negara

Kegiatan Administrasi Pemerintahan
Lainnya

Administrasi Pelayanan Pemerintah
Bidang Pendidikan

Administrasi Pelayanan Pemerintah
Bidang Kesehatan

Administrasi Pelayanan Pemerintah
Bidang Perumahan

Administrasi Pelayanan Pemerintah
Bidang Kesejahteraan Sosial

Administrasi Pelayanan Pemerintah
Bidang Keagamaan

Administrasi Pelayanan Pemerintah
Bidang

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahrag
a

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa
Skala SWP
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Instalasi Pengolahan Air
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Administrasi Pelayanan Pemerintah
Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang
Pertanian

Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang
Pertambangan Dan Penggalian, Listrik,
Air dan Gas

Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang
Perindustrian

Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang
Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang
Konstruksi

Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang
Perdagangan Dan Pariwisata

Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang
Perhubungan

Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang
Ketenagakerjaan

Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk
Menciptakan Efisiensi Produksi Dan
Bisnis Lainnya

Lembaga Pertahanan Dan Angkatan
Bersenjata

Kepolisian

Badan Nasional Penanggulangan
Bencana dan Pemadam Kebakaran

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
| X




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Jaminan Sosial Wajib

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa
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Instalasi Pengolahan Air

PENDIDIKAN

Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Menengah
Pertama/Tsanawiyah Pemerintah

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Menengah
Pertama/Tsanawiyah Swasta

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Taman Kanak-kanak
Pemerintah

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Taman Kanak-kanak
Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Kelompok Bermain

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Taman Penitipan Anak

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar
Biasa

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis
Lainnya

B1

B1

B1,B2

Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok
Bermain

B1

B1

B1,B2

Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok
Bermain

B1

B1

B1,B2

Satuan Pendidikan Kerjasama
Pendidikan Dasar

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

B1

B1

B1,82

K-3 PL-3

| X
B1,82 X
B1,B2 X
B1,82 X
B1,B2 X
B1,B2 X
B1,82 X
B1,B2 X
B1,82 X
B1,82 X
B1,B2 X
B1,82 X
B1,B2 X
B1,B2 X




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Satuan Pendidikan Kerjasama
Pendidikan Menengah Pertama

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

B1

Kawasan Budi Daya

B1,B2

Perdagangan dan Jasa
Skala SWP
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Instalasi Pengolahan Air

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD
Al-Quran

B1

B1

B1,B2

Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan
Diniyah Formal Ula

B1

B1

B1,B2

Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan
Diniyah Formal Wustha

B1

B1

B1,B2

Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian
Kitab Kuning Ula

B1

B1

B1,B2

Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian
Kitab Kuning Wustha

B1

B1

B1,B2

Satuan Pendidikan Keagamaan Anak
Usia Dini

B1

B1

B1,B2

Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar

B1

B1

B1,B2

Satuan Pendidikan Keagamaan
Menengah Pertama

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Menengah Atas/Aliyah
Pemerintah

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Menengah Kejuruan dan
Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah

B1

B1

B1,B2

Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah
Kejuruan Swasta

B1

B1

B1,B2

Satuan Pendidikan Kerjasama
Pendidikan Menengah Atas

B1

B1

B1,B2

Satuan Pendidikan Kerjasama
Pendidikan Menengah Kejuruan

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

B1

B1

B1,B2

n-)
> | X > X | X | X | X [ X | X | X | X < | X< | X > | =
w




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Badan Air

Kawasan Lindung

Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa
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Instalasi Pengolahan Air

-
Sgt_uan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan X X X X X B1 B1 | | | | B1,82 B1,82 X
Diniyah Formal Ulya
S_atuan Pgndldlkan Pesantren Pengkajian X X X X X B1 B1 | | | | B1,B2 B1,82 X
Kitab Kuning Ulya
Satuan Pendldlkgn Muadalah Wustha X X X X X B B1 | | | | B1B2 B1,82 X
dan Ulya Berkesinambungan
Pendidikan Keagamaan Menengah X X X X X B1 B1 | | | | B1,B2 B1,B2 X
Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi X X X X | B1 B1 | | | | B1,B2 B1,B2 X
Pendidikan Kebudayaan X X | x X B et B1 ! | | | B1B2 | B1B2 X
Satuan Pendidikan Kerjasama
Pendidikan NonFormal X X X X X B1 B1 | | | | B1,B2 B1,B2 X
Pendld!kan Bimbingan Belajar Dan X X X X X B B | | | | B1,B2 B1,82 X
Konseling Swasta
Pendidikan Kerajinan Dan Industri X X X X X B1 B1 | | | | B1,B2 B1,B2 X
AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA
DAN AKTIVITAS SOSIAL
Aktivitas Puskesmas X X X X X B1,B2 B1, B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 X B1,B2 B1,B2 X
Aktivitas Rumah Sakit Swasta X X X X X B1, B2 B1, B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 X B1,B2 B1,B2 X
Aktivitas Klinik Pemerintah X X X X X B1,B2 B1, B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 X
Aktivitas Klinik Swasta X X X X X B1,B2 B1, B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 X
Aktivitas Rumah Sakit Lainnya X X X X X B1,B2 B1, B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 B1,B2 X




Kawasan Lindung

Kawasan Budi Daya
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Aktivitas Praktik Dokter X X X X B1,B2 B1, B2 | | B1,B2 | X
Aktivitas Praktik Dokter Spesialis X X X X B1, B2 B1, B2 | | B1,B2 | X
Aktivitas Praktik Dokter Gigi X X X X B1,B2 B1, B2 | | B1,B2 | X
Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang
Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain X X X X B1,B2 B1, B2 B1,B2 X
Dokter Dan Dokter Gigi
Aktivitas Pelayanan Kesehatan X X X X B1 B2 B1 B2 | | B1B2 | X
Tradisional ' ’ '
Aktivitas Pelayanan Penunjang X X X X B1. B2 B1. B2 | | B1.B2 | X
Kesehatan ' ’ '
Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan
Orang Sakit (Medical Evacuation) X X X X B1,B2 B1, B2 I I B1,B2 ! X
Aktivitas sosial di dalam panti untuk X X X X B1 B2 B1 B2 | | B1B2 | X
perawatan dan pemulihan kesehatan ' ’ '
Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa
Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan X X X X B1, B2 B1, B2 B1,B2 X
Penyandang Disabilitas
Aktivitas Sosial Swasta Tanpa
Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan X X X X B1,B2 B1, B2 B1,B2 X
Penyandang Disabilitas
Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana X X X X B1 B2 B1 B2 | | B1B2 | X
Keislaman ' ’ '
Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana X X X X B1 B2 B1 B2 | | B1B2 | X
Lainnya ' ’ '
Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa
Akomodasi Lainnya YTDL X X X X B1,B2 B1, B2 | | B1,B2 | X
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Instalasi Pengolahan Air

m K-3 PL-3
Aktivitas Sosial Swasta Tanpa
Akomodasi Lainnya YTDL X X X X B1, B2 B1, B2 B1,82 ! X
KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
Aktivitas Seni Pertunjukan X | | X X X X X X | X
Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan X | X X X X X X X | X
Aktiv_itas Impresariat Bidang Seni dan X | X X X X X X X | X
Festival Seni
Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah X X X X X X X X X | X
Perpustakaan dan Arsip Swasta X X X X X X X X X | X
Fasilitas Stadion X | | X B2 B2 | X | | X
Fasilitas Olahraga Beladiri X | | X B2 B2 | X | | X
Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness X | | X B2 B2 | X | | X
Center
Klub Sepak Bola X | | X | | | | | | X
Klub Bela Diri X | | X | | | | | | X
Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga X | | X | | | | | | X
Klub Olahraga Lainnya X | | X | | | | | | X
Promotor Kegiatan Olahraga X | | X | | | | | | X




Zona

Zona Badan Air

SubZona

Badan Air
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Tanaman Pangan

Kepadatan Sedang

Zona Perumahan

Kepadatan Rendah

Kawasan Budi Daya

Perdagangan dan Jasa

Skala SWP

©
>
=4
=
S
<
=]
=2
=
=]
=
>
o
@
f=
S
N

Instalasi Pengolahan Air

-
Aktivitas Olahraga Tradisional X | | X | | | | | X
Taman Rekreasi X | X X B2 B2 X X | X
Wisata Agro X | X X B2 B2 X X | X
Kolam Pemancingan X X X X | | X X | X
Aktivitas Organisasi Bisnis dan X X X X | | X X | X
Pengusaha

Akt|y|tas Organisasi llmu Pengetahuan X X X X | | X X | X
Sosial Dan Masyarakat

Aktivitas Organ|sa5|.llmu Pengetahuan X X X X | | X X | X
Alam Dan Teknologi

Aktivitas Organisasi Buruh X X X X | | X X | X
Aktivitas Organisasi Keagamaan X X X X | | X X | X
Aktivitas Organisasi Politik X X X X | | X X | X
Akltivitas Organisasi Keanggotaan X X X X | | X X | X
Lainnya ytd|

Re_par_a3| Komputer dan Peralatan X X X X | | X X | X
Sejenisnya

Reparasi Peralatan Komunikasi X X X X | | X X | X
Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen X X X X | | X X | X
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Instalasi Pengolahan Air

B3
Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan
Peralatan Rumah dan Kebun X X X X : ! X X : X
Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit X X X X | | X X | X
Reparasi Furnitur dan Perlengkapan X X X X | | X X | X
Rumah
Aktivitas Vermak Pakaian X X X X | | X X | X
Re:pargsi Barang Rumah Tangga Dan X X X X | | X X | X
Pribadi Lainnya
Aktivitas Pangkas Rambut X X X X | | X X | X
Aktivitas Salon Kecantikan X X X X | | X X | X
Rumah Pijat X X X X | | X X | X
Aktivitas Penatu X X X X | | X X | X
Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI X X X X X X X X | X
Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL X X X X | | X X | X




Keterangan:
I = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan
T = Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas
klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat waktu operasi, berupa durasi
dan/atau jam operasi kegiatan maksimal 12 jam
klasifikasi T2 berupa pembatasan hanya pada kegiatan industri kecil dan mikro.
B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu
klasifikasi B1 diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana seperti limbah, persampahan, biopori, sumur resapan atau
terintegrasi dengan sarana pendukung dan/atau zona lainnya
klasifikasi B2 diizinkan dengan syarat wajib memiliki tempat parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas
klasifikasi B3 diizinkan dengan syarat berjarak dari rencana zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona
pertahanan dan keamanan, zona pariwisata, dan rencana tanggul penahan longsor sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
X = Pemanfaatan Tidak Diperbolehkan (Dilarang)
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL KAWASAN RIO PAKAVA

ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

d. | luas kaveling minimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum é EI;:;I
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

jalan akses untuk pemeliharaan;

dilengkapi fasilitas pejalan kaki;

jaringan listrik dan komunikasi

tempat sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);
drainase lingkungan tepi jalan;

pagar sungai untuk sungai yang dibatasi jalan umum;

pengaturan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;

sistem peringatan dini; dan

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi.

FER e e o




Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%
d. | luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
o . 1 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 meter

jalan kolektor : 4,5 meter
jalan lokal : 3,5 meter

jalan lingkungan : 2,5 meter
3 meter

3 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (porous/permeable
material);
fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;
lampu penerangan taman,;
taman bermain dan atau rekreasi;
lapangan olahraga luar ruangan;
hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;
saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori;
menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan
harus memiliki tutup;
penyediaan tempat parkir;
penyediaan alat pendeteksi likuifaksi;
. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh
anak remaja;
tersedia mushola atau langgar;
signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
sistem peringatan dini; dan
terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

c koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

d luas kaveling minimum -

e koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

L . 1 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 meter
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (porous/permeable
material);
fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;
lampu penerangan taman,;
taman bermain dan atau rekreasi;
lapangan olahraga luar ruangan;
hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;
saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori;
menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan
harus memiliki tutup;
penyediaan tempat parkir;
lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh
anak remaja;

. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
penyediaan alat pendeteksi likuifaksi;
sistem peringatan dini; dan
terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

L . 1 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 meter
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

T tho a0 o

=

SARS=

tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan
(porous/permeable material);

fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;

lampu penerangan taman,;

tersedia RTH taman bermain atau rekreasi;

tersedia RTNH berupa lapangan olahraga outdoor;

tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;

saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;

ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori;
menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan
harus memiliki tutup;

penyediaan tempat parkir;

lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh
anak remaja;

. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

penyediaan alat pendetaksi likuifkasi;
sistem peringatan dini; dan
terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

. . . 1 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 meter
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan

a.
(porous/permeable material) dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hiijau;

b. lampu jalan;

c. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;

d. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan
harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir;

e. tersedia RTNH berupa lahan parkir minimal 3% (tiga persen) dari luas zona;

f. tersedia falitas pendukung seperti gazebo, pagar pembatas, langgar atau mushola, dan toilet umum;

g. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

h. sistem peringatan dini; dan

i. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

f. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -
g. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -
h. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal -
i. luas kaveling minimum -
j- koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan

e. | ketinggian bangunan (TB) maksimum :
f. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum :
g. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
h. | jarak bebas samping (JBS) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

b.

sarana dan prasarana pengumpul atau penangkap sampah;
fasilitas pelengkap prasarana sumber daya air.




ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum é EI;E:;
jalan kolektor: 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal: 3,5 meter
jalan lingkungan: 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 20 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 20 meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;
b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;

jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia

c.
rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;

d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;

e. penyediaan saluran drainase;

f. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian;

g. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik,
pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi;

h. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian,;

i. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

j- sistem peringatan dini; dan

k. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

o . 2 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 20 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 20 meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;

b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;

c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia
rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;

d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;

e. penyediaan saluran drainase;

f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;

g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian
depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;

h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian;

i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik,
pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi;

j- akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian;

k. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

1. sistem peringatan dini; dan

m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d. | luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. . . 3 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
jalan kolektor : 4,5 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 7 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau)
serta ramah terhadap penyandang disabilitas;
b. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;
C. pos pengamanan;
d. instalasi air minum;
e. jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota;
f. setiap 100 (seratus) m?2 luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang
atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter;
g. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
h. tersedianya sistem wireless pada ruang terbuka publik/taman sebagai bentuk pengembangan jaringan komunikasi;
i. instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal;
j- tempat sampah 3R;
k. hidran kota harus mempunyai jarak maksimal 200 (dua ratus) meter antar hidran;
1. emergency power supply;
m. tempat parkir sesuai standar;
n. taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung;
o. kios cinderamata;
p. fasilitas pendukung seperti gazebo, tempat ibadah, kantin/pujasera, toilet umum, pos kesehatan, fasilitas pusat informasi pengunjung;
q. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
r. sistem peringatan dini; dan
s. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,9

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%

d. | luas kaveling minimum 110 m?

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum ? ;agzatir
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 0,5 meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan luas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus
pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga orang atau menit atau meter dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu

hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan jalan lingkungan

tempat sampah volume S0 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5
(satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada

tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;

Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik di depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun/apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana pelayanan
umum yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya;

a.
jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
b. penerangan jalan;
c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
d. tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman kota;
e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga;
f.
perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk culdesac;
g.
setiap blok;
h.
i. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
j- drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;
k.
L.
m. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
n. penyediaan alat pendetaksi likuifkasi;
0. sistem peringatan dini; dan




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

p. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,3
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 50%
d. luas kaveling minimum 126 m?
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
. . . 2 lantai
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter
jalan kolektor : 4,5 meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter
c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan,

tersedia RTH berupa taman rekreasi skala RT atau RW dan RTH privat bagi rumah berlantai dua atau lebih wajib menerapkan konsep

hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan
hidran umum memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, dan jalan lokal serta lingkungan harus memenuhi unsur luas
bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary atau melingkar;

memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima)

tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan
gerobak berkapasitas 1,5 m3 (satu koma lima meter kubik) dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan

tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;

a.
dan jalur hijau;
b. penerangan jalan;
c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
d.
green roof,
e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga;
f.
mampu mengalirkan air minimal 30 menit;
g.
h.
meter;
i
di dalam lubang biopori pada setiap blok;
j-
k. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
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drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;

untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak
septik komunal;

penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 penduduk memiliki standar penyediaan 100 m?2 (seratus
meter persegi) dan skala RW dengan jumlah 2.500 penduduk memiliki standar penyediaan 400 m2 (empat ratus meter persegi) lokasinya
tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai
pangkalan sementara kendaraan angkutan;

penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat
lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m?2 (dua ribu meter persegi), dengan penyebaran
lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000 m? (seribu meter persegi)
dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 m? (dua ratus meter persegi);

penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 120.000 (seratus dua puluh ribu)
penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m?2
(empat ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah
kecamatan seluas 2.000 m? (dua ribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 m? (lima ratus meter persegi);
fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, Sarana Pelayanan Umum, TPS, limbah domestik terpadu
yang dikembangkan secara bersyarat berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional, dan minimarket,
pertokoan, penyediaan jasa, sarana pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, lapangan parkir yang dikembangkan secara
terbatas berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

penyediaan alat pendetaksi likuifkasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 |

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

. . . 2 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;

penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak

penerangan jalan;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;

di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;

ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;

jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;

meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;

penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;

terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan,
kebersihan, dan keindahan lingkungan;

n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak SO (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian
depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;

o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;

menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;

q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
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Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 |

r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;
penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan
pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;

toilet;

penyediaan alat pendetaksi likuifkasi;

pos jaga keamanan;

halte angkutan umum,;

tempat ibadah;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

aa. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 |
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I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,6

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum 70%

II | Ketentuan Tata Bangunan

o . 2 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;

penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak
penerangan jalan;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;

di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;

ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
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Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 |

h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;

j. meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;

k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;

1. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan,
kebersihan, dan keindahan lingkungan;

pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian
depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;

hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;

menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;

menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;

perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;

penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan
pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;

toilet;

pos jaga keamanan;

halte angkutan umum;

penyediaan alat pendetaksi likuifkasi;

tempat ibadah;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

aa. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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| Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,1

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum 70%

II | Ketentuan Tata Bangunan

L . 2 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;
b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak
penerangan jalan;
penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;
di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;
ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan,
kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian
depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;

o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;
q.- menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;
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| Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;

s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan
dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan,;

toilet;

pos jaga keamanan;

halte angkutan umum;

. tempat ibadah;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/ Sedang dengan Kode C-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,5

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

. . . 3 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.
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jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau pejalan
kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu

jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

ruang terbuka hijau berupa taman kelurahan;

ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep green roof;

jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan
mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;

hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima)
meter;

tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan
gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;

pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;

tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;

. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah.

terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;




Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/ Sedang dengan Kode C-2
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jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti
model culdesac, model T, rotary, model grid atau melingkar;

persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar
maksimal 8 (delapan) m,;

pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
shelter angkutan umum;

tempat ibadah;

toilet;

tempat bongkar muat;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

penyediaan alat pendetaksi likuifkasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Zona Perdaianian dan Jasa denian kode K

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 80%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum ?Zlagzl‘ler
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki
dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku
jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
ruang terbuka hijau berupa taman kelurahan;
ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep green roof;
jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan
mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima)
meter;
tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan
gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah.
terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
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o. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model
culdesac, model T, rotary, model grid atau melingkar;

persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal
8 (delapan) m;

pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;

shelter angkutan umum;

tempat ibadah;

toilet;

tempat bongkar muat;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

penyediaan alat pendetaksi likuifkasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum 75%

II | Ketentuan Tata Bangunan

. . . 3 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 0,5 meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau pejalan
kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu
jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;

b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

c. ruang terbuka hijau berupa taman RW;




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
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ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep green roof;

jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan
mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;

hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

tempat sampah volume S0 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan
gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;

pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;

tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;

memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah.

. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar
maksimal 8 (delapan) m,;

pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;

shelter angkutan umum;

tempat ibadah;

toilet;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

penyediaan alat pendetaksi likuifkasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Zona Perkantoran denﬁan kode KT

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,6

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum 65%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum g 132::;
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan jalan seluas 5,6 m?2 (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki

dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dan dilengkapi fasilitas pejalan

kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;

ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman kota;

ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 (empat) atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof";

hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti

model culdesac, model T, rotary, model grid atau melingkar;

jaringan jalan lingkungan dalam zona perkantoran: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;

saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah,;

saluran buangan air kotor merupakan saluran tertutup;

instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan.

Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri;

instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLNi;

penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani perkantoran dengan sistim kabel atas atau pun kabel bawah tanah;

m. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampai dua ratus empat puluh)
liter dengan roda atau container volume 1 m3 (satu meter kubik) beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik,
dan harus memiliki tutup;
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n. letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;

o. menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air
tanah;

p. penyediaan tempat parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;

fasilitas pendukung dapat berupa kantin, toilet, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umun, areal penampungan limbah padat,

q.
pelayanan telekomunikasi dan keamanan,;

r. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

s. penyediaan alat pendetaksi likuifkasi;

t. sistem peringatan dini; dan

u. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum g ﬁrel,::;
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 10 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 10 meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

terdapat akses jalan;

pos pengamanan dan informasi;
instalasi air minum;
instalasi listrik dilengkapi dengan emergency power supply;
saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase;
tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
bengkel;
penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan;
tempat ibadah;
toilet;

. prasarana pengamanan lainnya;
signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
sistem peringatan dini; dan
terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau);




Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK |

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

. . . 3 lantai

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 10 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2,5 meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Sesuai dengan Kepmenhan Nomor Kep/884/M/VII/2023 tentang Rencana Rinci Wilayah Pertahanan, sebagai berikut:
a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
b. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan,;
c. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan
keamanan;
d. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan
harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan
bencana;
f. Kegiatan di dalam kawasan hankam
a) Kegiatan yang diperbolehkan pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan
telkom
b) Kegiatan yang tidak di perbolehkan di kawasan hankam pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah
c) Diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan
g. Kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan
a) Mendukung fungsi pertahanan dan keamanan,
(1) Terdapat sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton,
(2) Terdapat jaringan listrik, air, dan Telkom
(3) Terdapat ruang terbuka hijau untuk stelling senjata arhanud dan armed.
(4) Terdapat bufferzone (pagar)
b) Diperbolehkan kegiatan pengembangan:




c) Diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilhan
(1) Mendapatkan ijin dari hankam
(2) Tidak mengganggu fungsi wilhan
(3) Bukan industri bahan peledak
d) Tidak diperbolehkan pengembangan
(1) Membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase
(2) Eksplorasi Migas
(3) Jaringan pipa Migas, dan SUTET.




Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum g ﬁrel,:s;
jalan kolektor : 4,5 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum jalan lokal : 3,5 meter
jalan lingkungan : 2,5 meter

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 10 meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2,5 meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

terdapat akses jalan;

pos pengamanan dan informasi;
instalasi air minum;
instalasi listrik dilengkapi dengan emergency power supply;
saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase;
tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
bengkel;
penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan,;
tempat ibadah;
toilet;

. prasarana pengamanan lainnya;
signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
sistem peringatan dini; dan
terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau);




Zona Badan Jalan deﬂn kode BJ

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum E
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -
koefisien dasar hijau (KDH) minimal -
luas kaveling minimum -
koefisien tapak basement (KTB) maksimum - -

Ketentuan Tata Bangunan

Bl e (oo .

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum .

c. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. lampu penerangan di bahu jalan jalan;

b. sarana prasarana telekomunikasi;

c. jaringan drainase;

d. jaringan persampahan;

e. sarana prasarana pendukung lainnya.
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